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ABSTRAKSI 
IWAN. NIM E 111 09 258. KAJIAN TEKNIS SOSIAL BUDAYA DAN 
SOSIAL POLITIK PEMBENTUKAN KABUPATEN BONE SELATAN 
PROVINSI SULAWESI SELATAN. Dibawah bimbingan Dr. Muhammad 
Saad, MA sebagai Pembimbing I dan A. Ali Armunanto, S.IP, M.Si 
sebagai Pembimbing II 
 
Pemekaran wilayah sudah sangat populer pada saat kekinian di 
Indonesia, semenjak adanya undang-undang tentang Otonomi Daerah 
berhasil di implementasikan pada tahun 2001 gelombang tuntutan untuk 
diberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah terus mengalir berupa 
pemekaran wilayah dimana daerah ingin diberikan kebebasan untuk 
mengatur serta mengelolah sendiri daerahnya menurut potensi daerah 
mereka masing-masing sesuai dengan amanat undang-undang 32 tahun 
2004 dan PP 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, Dan Penggabunagan Daerah. Berdasarkan legitimasi 
diatas, Bone Selatan ingin melepaskan diri dari Kabupaten Bone, semenjak 
dideklarasikan pada tahun 2003 Bone Selatan sampai sekarang belum 
berhasil terbentuk. Menurut PP 78 tahun 2007 syarat pembentukan wilayah 
meliputi Syarat Administrasi, Syarat Teknis dan Syarat Fisik Kewilayahan. 
Syarat teknis merupakan syarat yang paling menggambarkan potensi suatu 
daerah, khususnya disini mengenai calon daerah pembentukan Kabupaten 
Bone Selatan. Melihat maraknya fenomena Daerah Otonomi Baru (DOB) 
yang gagal saat ini pasca pemekaran, menurut pernyataan Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) bahwa 70% daerah pemekaran gagal untuk 
mandiri pasca pemekaran sehingga cita-cita mulia dari pemekaran wilayah 
itu sendiri tidak dapat terwujud, hal itu sangat terkait dengan mental dari 
masyarakat yang cenderung belum siap, mental masyarakat pun salah 
satunya dapat diukur dari segi kondisi sosial masyarakat itu sendiri dalam 
suatu wilayah. Maka dari itu setidaknya untuk meminimalisir potensi 
kesalahan yang terjadi pada DOB yang sudah ada terulang kembali pada 
rencana pembentukan Kabupaten Bone Selatan, Maka dari itu saya 
sebagai generasi penerus memandang bahwasanya perlu ada penkajian 
lanjutan terkait dengan Syarat Teknis Sosial Budaya dan Sosial Politik yang 
dimiliki oleh Bone Selatan menurut PP 78 tahun 2007 sebagai salah satu 
syarat untuk melepaskan diri dari daerah induk yaitu Kabupaten Bone. 
berkaitan dengan hal tersebut penulis akan memaparkan hasil penelitian 
tentang Kajian Teknis Pembentukan Kabupaten Bone Selatan Provinsi 
Sulawesi Selatan, dengan sub-bahasan bagaimana Kajian Teknis Sosial 
Budaya dan Sosial Politik Pembentukan Kabupaten Bone Selatan. Adapun 
konsep yang digunakan dalam pembahasan dan penelitian ini adalah 
Konsep Pemekaran Wilayah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kajian teknis 
terkait potensi sosial budaya dan sosial politik mempengaruhi pembentukan 
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Kabupaten Bone Selatan. Penulis menggunakan metode Penelitian 
Gabungan (Mixed Methods) antara Metode Penelitian Kuantitatif dan 
Kualitatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kajian teknis 
sosial budaya dan sosial politik dalam proses pembentukan Kabupaten 
Bone Selatan, dengan sumber informasi dari Ketua Forum Pembentukan 
Bone Selatan (FP-BS), Anggota DPRD Kabupaten Bone, Tokoh 
masyarakat, Tokoh Pemuda maupun kalangan mahasiswa yg terkait. 
Penelitian Kuantitatif mengacu pada data-data berupa angka yang terkait 
dengan sosial budaya dan sosial politik Bone Selatan yang didapat dari 
berbagai sumber dan dijelaskan lebih rinci dengan menggunakan Metode 
Penelitian kualitatif yang mengacu kepada berbagai cara pengumpulan 
data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, 
dan wawancara mendalam.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan jika ditinjau dari potensi segi teknis sosial budaya dan sosial politik 
sudah sangat layak, hal itu dibuktikan dengan hasil perhitungan olahan data 
yang ada meliputi Sarana Peribadatan, Sarana Olahraga, maupun dari segi 
Partisipasi Politik dalam Pemilu dan Organisasi Masyarakat yang ada 
sudah menunjukkan bahwa Bone Selatan sudah layak untuk dibentuk. 
Ditambah dengan faktor sosial budaya dan sosial politik yang lain seperti 
Sarana Pendidikan dan Sarana Kesehatan beserta dengan Latar  Belakang 
Sejarah Politik, maupun dukungan dari segala elemen masyarakat yang 
ada sudah sangat mendukung Bone Selatan untuk menbentuk institusi baru 
berupa pembentukan Kabupaten Bone Selatan secara defenitif. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dibagi 
dalam daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota diartikan sebagai kesatuan 
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang 
mengatur dan mengurus segala bentuk kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Salah satut opik sentral pasca reformasi yang menjadi perdebatan 
semenjak sistem politik sentralistik yaitu sentralisasi diubah menjadi 
desentralisasi adalah permasalahan “Otonomi Daerah”. Karena adanya 
desakan dari daerah yang menuntut untuk mendapatkan kewenangan  
yang lebih luas, maka pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 22/1999 
tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut telah menghadirkan paradigma 
baru terhadap pemerintah daerah, untuk bisa mengurus dan 
menyelenggarakan pemerintah daerah di Indonesia yang berbasis   
otonomi luas. Karena terdapatnya kebebasan bagi daerah dalam   
mengatur dan manggali potensi daerah-daerah tersebut, hal ini dilakukan 
dalam rangka menyelenggarakan nilai-nilai demokrasi, yang menghargai 
pluralitas yang di dalamnya terdapat keanekaragaman pemerintah dan 
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berbagai macam ide-ide briliant dari para pemerintah daerah guna 
membangun Indonesia yang lebih maju.1 
Sejak reformasi bergulir, Kita telah melihat terjadinya kesenjangan 
sosial akibat tidak meratanya “Kue Pembangunan” antara setiap wilayah, 
misalnya Indonesia bagian barat dan bagian timur, ataukah antara Jawa 
dan luar Jawa, hanya karena kita dihadapkan pada sistem politik yang 
sentralistik dan totaliter khas orde baru itu. Sehingga menyebabkan 
terjadinya pola budaya sistem politik di masyarakat yang “sensitif”, dengan 
munculnya berbagai pergolakan di daerah dan ancaman disentegrasi 
adalah representasi dari refleksi sistem politik yang monolitik tadi. Jadi 
semangat otonomisasi dengan asas desentralisasi yang utuh adalah obat 
penawar dari pada penyakit sosial yang melanda bangsa Indonesia.2 
Gelombang otonomi di era reformasi itu membawa dampak terhadap 
berbagai tuntutan masyarakat yang menginginkan percepatan pemberian 
otonomi yang luas dalam hal ini tuntutan terhadap “Pemekaran Wilayah”. 
pemekaran yang dimaksudkan yaitu pembagian dan pembentukan    
wilayah baru atas provinsi, kabupaten sampai pada tingkat kelurahan 
sebagai wilayah administratif.3 
                                                          
1 Eko Prasojo dkk, Blue Print Otonomi Daerah Indonesia, (jakarta: Yayasan Harkat Bangsa, PGRI, 
dan European Union, 2006), Hal: 117-119  
 
2 Kamrin H. Jama, (skripsi), Pemekaran Wilayah Kabupaten Dan Pergeseran Budaya Politik Lokal Di 
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Fisipol Unhas Makassar, 2006 Hal:1-2 
3 Ibid. Hal:2 
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebenarnya 
merupakan politik ekonomi yang ditempatkan sebagai koreksi terhadap 
praktek sentralisasi  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan isi dan 
pelaksanaan otonomi yang sangat terbatas, sebatas retorika dan 
pemerintah pusat setengah hati memberikan kewenangan yang lebih   
besar kepada daerah pada saat itu. Lahirnya Undang-Undang ini 
memberikan angin segar bagi setiap masyarakat dan daerah yang  
potensial untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai upaya perwujudan 
desentralisasi politik di tingkat lokal. Pemekaran wilayah sebagaimana 
diatur oleh peraturan pemerintah nomor 129 tahun 2000 adalah untuk 
mengifisienkan fungsi sosial dan politik lokal dan stakeholders dalam 
rangka meningkatkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan di 
daerah yang selama ini tertinggal.4 
Seiring dengan berjalannya waktu usaha pemerintah untuk selalu 
melakukan perubahan kearah yang lebih baik terus dilakukan, maka UU 
No. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 
2004, begitupun dengan UU tentang Persyaratan Pembentukan dan 
Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang 
sebelumnya PP 129 tahun 2000 yang kemudian diganti dengan PP 78 
tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan 
Penggabungan Daerah.  
                                                          
4 Soeryo Respationo, (Ringkasan Disertasi), Peralihan Status Otorita Ke Otonomi Daerah Dan 
Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kota Batam, Program Pasca Sarjana 
Unhas, Makassar, 2005 Hal.23 
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Maka dari itu, semenjak adanya landasan hukum yang disediakan 
oleh negara untuk mengatur setiap daerah yang ingin melakukan 
pemekaran, dengan upaya realisasi dari semangat dan motivasi otonomi, 
Bone Selatan ingin dibentuk menjadi sebuah kabupaten defenitif yang 
merupakan hasil dari pemekaran Kabupaten Bone sebagai kabupaten 
induk. Upaya itu dinilai dapat merubah kesenjangan yang terjadi serta dapat 
meningkatkan taraf hidup masyarakat di Bone Selatan dari segala         
aspek kehidupan. 
Aspirasi pembentukan Kabupaten Bone Selatan mulai berhembus 
seiring diberlakukannya undang-undang menyangkut Otonomi Daerah No. 
22 Tahun 1999 yaitu pada tahun 2001 dimana suatu daerah  
memungkinkan untuk dimekarkan dalam rangka mendekatkan pelayanan 
pemerintahan, percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat melalui kemandirian optimalisasi pengolahan potensi 
sumberdaya alam di daerah. 
Rencana pembentukan Bone Selatan sendiri meliputi 6 kecamatan 
diantaranya Kecamatan Salomekko, Kecamatan Kajuara, Kecamatan 
Kahu, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Libureng dan Kecamatan 
Bontocani dengan luas kecamatan secara keseluruhan yaitu 1.336,61 km² 
atau 28,86% dari luas Kabupaten bone saat ini dengan penduduk ±  
149.366 jiwa pada tahun 2012.5 
                                                          
5  Kabupaten bone dalam angka 2013 
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Selain karena kesenjangan pembangunan, luas wilayah menjadi  
salah satu faktor tuntutan pemekaran bone, dimana Kabupaten Bone yang 
memiliki wilayah seluas 4.559 km bujursangkar, merupakan kabupaten 
terluas kedua di Provinsi Sulsel, di bawah Kabupaten Luwu yang luasnya 
sekitar 17.701 km bujursangkar (sebelum dimekarkan). Namun,   
Kabupaten Bone yang berpenduduk sekitar 728.737 jiwa merupakan 
kabupaten yang terluas wilayahnya di Provinsi Sulawesi Selatan hingga 
saat ini. Lantaran Kabupaten Luwu sudah dimekarkan menjadi empat 
wilayah otonomi, masing-masing, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu 
Timur, dan Kota Palopo. 6 
Proses pembentukan Kabupaten Bone Selatan sampai sekarang 
masih terus berlanjut, kini berkas usulan pembentukan Daerah Otonomi 
Baru (DOB) Bone Selatan di pusat terkesan terombang-ambing ini terkait 
Pernyataan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, 
Djohermansyah Johan, seperti pemberitaan sebelumnya,  bahwa adanya 
Moratorium atau penundaan sementara sejumlah usulan pembentukan 
Daerah Otonomi Baru (DOB) di Indonesia, termasuk usulan DOB Bone 
Selatan (Bonsel), karena menunggu revisi Undang-undang Nomor 32 
Tahun 2004.7  
Rencana penundaan sejumlah daerah yang ingin melepaskan diri dari 
daerah induk pun menurut penulis merupakan suatu kewajaran     
                                                          
6  http://em-nusa.blogspot.com/2011/03/gejolak-pemekaran-wilayah-di-sulsel.html 
7 http://www.fajar.co.id/sulawesiselatan/2898906_5663.html 
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mengingat dari sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah 
pada tahun 2001 sampai sekarang terjadi berbagai macam permasalahan 
yang muncul pasca sejumlah daerah itu dimekarkan, Fakta  
memperlihatkan banyak DOB yang telah ada cenderung terbelakang dan 
gagal memenuhi syarat esensial tujuan didirikannya pemerintahan daerah 
baru. Kondisi itu makin menambah daftar panjang jumlah daerah   
tertinggal. Dengan kata lain, pelayanan publik tetap buruk, kesejahteraan 
masyarakat tidak meningkat, dan demokrasi lokal tidak membaik.   
Jika kita melihat kondisi kekinian yang terjadi hingga Oktober 2013, 
Indonesia telah memiliki 34 Provinsi, 414 Kabupaten dan 97 Kota.8 
Perkembangan Daerah Otonomi Baru ini sangat fantastis bila melihat    
pada awal zaman reformasi jumlah provinsi di Indonesia hanya sekitar 27 
provinsi, kabupaten 234, dan kota 59,9 jadi terdapat penambahan daerah 
otonom sebanyak 225 buah dalam kurung waktu 14 tahun atau secara rata-
rata dalam satu tahun lahir 16 daerah otonom baru. 
Berdasarkan data diatas tentu sangat memprihatinkan sekali 
mengingat pernyataan Kemendagri dalam suatu Evaluasi menunjukkan 
hanya dua daerah baru dari total 200 lebih daerah otonom baru yang 
memperoleh skor di atas 60 dari nilai maksimal 100. Bahkan pada tahun 
2012 kemendagri pernah menyatakan bahwa 70 Persen Lebih Daerah 
                                                          
8 http://politik.kompasiana.com/2013/11/17/masih-34-gubernur-414-bupati-dan-97-walikota-
610236.html 
9 http://geografi.ui.ac.id/portal/sivitas-geografi/dosen/makalah-seminar/496-2/ 
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Pemekaran Gagal tepatnya 78 persen tidak berkembang, 22 persen saja 
yang berkembang atau 78 persen gagal total.10  
Salah satu alasan mengapa daerah otonomi baru (DOB) itu    
dikatakan gagal karena DOB itu cenderung tidak bisa mandiri, tidak ada 
korelasi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, 
belanja pegawai yang masih terlalu besar dan seterusnya sehingga pada 
akhirnya akan melemahkan negara yang notabennya sebagai induk 
organisasi karena semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom 
baru yang dialokasikan dari APBN. 
Berdasarkan realitas yang ada kita tidak bisa pungkiri bahwa sudah 
menjadi rahasia umum kalau DOB yang gagal begitu marak terjadi itu 
karena pada awalnya merupakan tekanan politis dari segelintir kalangan  
elit politik setempat dengan dasar menggunakan aspirasi masyarakat    
yang seolah-olah dengan pemekaran dapat menimbulkan harapan baru 
meskipun pada faktanya masyarakat sendiri secara mental belum siap,    
hal ini sesuai dengan pernyataan, Robert Endi Jaweng Manajer Hubungan 
Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 
penyebab utama daerah-daerah pemekaran dinyatakan gagal terletak  
pada tahap awal dalam pembentukan sebuah daerah yang akan 
dimekarkan. Pembentukan daerah sarat dengan unsur-unsur politis, tanpa 
memperhatikan layak tidaknya sebuah daerah untuk dimekarkan, dengan 
                                                          
10 http://www.solselkab.go.id/post/read/308/kemendagri-70-persen-lebih-daerah-pemekaran- 
gagal.html 
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lobi-lobi politik sebuah daerah pun terbentuk. Sehingga terciptalah sebuah 
daerah pemekaran yang belum memenuhi kriteria-kriteria pemekaran 
daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Kementerian dalam negeri (Kemendagri) pernah menyinggung, 
“Kalau sebetulnya pembentukan daerah otonom baru itu harus punya 
kriteria, ada instrumen dan parameter. Kemarin instrumen paremeter kita 
murni masalah teknis pembentukan, bagaimana letak geografis, 
pendapatan asli daerah, kemampuan berkembang, ada semua kriteria. 
Tapi Kalau mengandaikan, dana negara diputuskan untuk membangun 
suatu wilayah dan kemudian ternyata sebagian besar tidak bisa 
berkembang, tidak berprestasi itu artinya risetnya tidak jelas.”11  
Menurut pemaparan diatas disini dapat diakatakan bahwa kajian 
teknis yang tertuang dalam Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 
Daerah dimana dalam PP ini diatur 11 syarat teknis yang meliputi : 
Kemampuan ekonomi, Potensi daerah, Sosial budaya, Sosial politik, 
Kependudukan, Luas daerah, Pertahanan, Keamanan, Kemampuan 
Keuangan, Tingkat kesejahteraan dan Rentang kendali penyelenggaraan 
pemerintahan daerah,12 yang  menentukan sebuah daerah layak atau    
tidak untuk dimekarkan itu sangat urgen posisinya dalam menentukan 
berhasil atau tidaknya DOB ini kedepannya pasca pembentukan. Namun 
                                                          
11 http://www.solselkab.go.id/post/read/308/kemendagri-70-persen-lebih-daerah-pemekaran-
gagal.html 
12 Peraturan pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan Daerah 
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dalam realitasnya tidak jarang syarat objektif tersebut tenggelam di bawah 
derasnya arus kepentingan dan lobi-lobi politik.  
Faktor kemampuan ekonomi dari satu sisi memang sangat 
menentukan keberhasilan daerah yang bisa dibilang baru tapi disisi lain 
tidak bisa juga dipungkiri bahwa selain faktor tersebut masih ada faktor    
lain yang posisinya juga sangat penting jika ditinjau dari sudut pandang 
syarat teknis dalam suatu kesatuan masyarakat yang utuh terutama dalam 
daerah yang baru terbentuk atau daerah otonomi baru. Adapun faktor 
tersebut yaitu faktor kondisi sosial dalam suatu masyarakat khusunya 
mengenai bagaimana kajian sosial budaya maupun sosial politik di Bone 
Selatan sendiri sesuai yang diamanatkan oleh UU PP 78 Tahun 2007 
mengenai syarat maupun tata cara Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan daerah, Karena walaupun kemampuan daerah tersebut 
secara ekonomi mumpuni tapi masyarakatnya sendiri yang belum siap 
secara mental sosial untuk mampu mengelola potensi itu dengan baik  
maka kegagalan yang akan dialami DOB yang telah terbentuk mempunyai 
potensi untuk terjadi lagi di daerah yang akan dibentuk. 
Maka dari itu perlu ada sebuah perhatian yang serius terkait dengan 
faktor ini terkhusus kepada daerah yang ingin memekarkan diri yaitu Bone 
Selatan, karena jangan sampai daerah yang ingin memekarkan diri itu 
hanya karena kemauan dari segelitir orang yang mengatasnamakan 
masyarakat tampa melihat bagaimana sebenarnya kondisi sosial yang    
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ada pada masyarakat tersebut, siapkah atau tidak, mampukah atau tidak 
secara mentalitas sosial. 
Melihat maraknya fenomena daerah otonomi baru (DOB) yang gagal 
saat ini pasca pemekaran, setidaknya untuk meminimalisir potensi 
kesalahan yang terjadi pada DOB yang sudah ada terulang kembali pada 
rencana pembentukan Bone Selatan, maka dari itu saya sebagai generasi 
penerus memandang bahwasanya perlu ada penkajian lanjutan terkait 
dengan syarat teknis yang dimiliki oleh Bone Selatan sebagai salah satu 
syarat untuk melepaskan diri dari daerah induk yaitu Kabupaten Bone. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis melihat ini adalah sebuah 
permasalahan menarik yang layak untuk dikaji dan dikembangkan untuk 
menjadi skripsi. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 
dengan judul : “Kajian Teknis Sosial Budaya dan Sosial Politik 
Pembentukan Kabupaten Bone Selatan Provinsi Sulawesi Selatan” 
1.2 Rumusan Masalah 
Mengingat kompleksitas masalah diatas dan untuk menghindari 
adanya pembahasan yang lebih meluas, maka penulis membatasi wilayah 
penelitian ini, dalam PP No.78 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ada 11 
poin pembahasan dalam kajian syarat teknis, tapi disini penulis hanya ingin 
membatasi pada segi sosialnya. Adapun fokus masalah yang akan dibahas 
adalah:  
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1. Bagaimana potensi kajian teknis sosial budaya dalam proses 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan? 
2. Bagaimana potensi kajian teknis sosial politik dalam proses 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk menggambarkan bagaimana potensi kondisi teknis sosial 
budaya dan sosial politik Bone Selatan jika ingin melepaskan diri dari 
Kabupaten Bone sesuai dengan PP 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang ingin mengetahui 
kajian teknis pembentukan Bone Selatan khususnya tentang 
bagaimana kajian sosial budaya dan sosial politik Bone Selatan. 
2. Diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran pada 
masyarakat serta pemerintah setempat dalam rangka  
pembentukan Kabupaten Bone Selatan. 
3. Diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan 
perpolitikan, khususnya mengenai wacana pemekaran wilayah, 
karena semakin luasnya kajian tentang demokrasi. 
4. Sebagai bahan kajian akademik dalam rangka pengembangan 
studi Ilmu Politik dan pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan pustaka ini sangatlah penting karena selain memberikan 
batasan dalam pembahasan selanjutnya juga memperjelas penelitian dari 
aspek konsep maupun dari segi teoritis. Di mana di dalamnya literatur – 
literatur dari beberapa para ahli banyak digunaan dalam membantu setiap 
aspek penelitian ini. Berkaitan dengan pembahasan latar belakang  
masalah sebelumnya, maka dari itu didalam bagian ini akan dipaparkan 
sederet pengertian (defenisi), dan teori serta beberapa pendapat para ahli 
yang berkaitan dengan pembahasan penelitian guna menunjang 
pembahasan selanjutnya, adapun pembahasan yang dimaksud antara lain 
pembahasan konsep-konsep penting yang relevan dengan judul atau 
rumusan masalah yang diteliti. Adapun konsep yang dianggap relevan 
dengan penelitian ini yaitu Konsep Pemekaran Wilayah, Dasar Hukum 
Pemekaran Wilayah maupun Konsep Tata Cara Perhitungan Syarat   
Teknis Pemekaran Wilayah Menurut PP 78 Tahun 2007.  
2.1   Konsep Pemekaran Wilayah 
Pembahasan tentang Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah, tentu 
saja tidak dapat terlepas dari Teori Desentralisasi sebagai wujud dari 
tuntutan akan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan 
bernegara, khususnya ditingkat daerah, karena salah satu prinsip 
demokrasi yang sejalan dengan ide Desentralisasi adalah adanya 
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partisipasi dari masyarakat. Agar masyarakat dan elit politik daerah   
mampu mengembangkan daerahnya sendiri dan mempunyai kewenangan 
lebih untuk daerahnya.13 
Desentralisasi memiliki dua definisi dalam pengertiannya, Pertama, 
Desentralisasi yang diterjemahkan sebagai pengalihan tugas operasional 
dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Kedua, Desentralisasi yang 
digambarkan sebagai pendelegasian atau devolusi kewenangan 
pembuatan keputusan kepada pemerintah yang tingkatnya lebih rendah. 
Dengan  demikian, pada dasarnya desentralisasi sungguh tak jauh  
bedanya dengan pemekaran wilayah yang berkembang pada saat ini,   
yang merupakan sebagai wahana pemberdayaan masyarakat daerah. 
Konsep desentralisasi di era otonomi merupakan pondasi dalam 
pembentukan dan penguatan demokrasi di tingkat lokal, karena mengigat 
pluralitas sosial dan kemajemukan masyarakat dalam budaya, geografi   
dan sebagainya. 
Ruiter mendefinisikan bahwa: 
“Desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan 
wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara 
mandiri mengambil keputusan, peraturan dan pemerintahan serta 
struktur wewenang yang terjadi dalam hal itu ”14 
 
                                                          
13 Meizar Malanesia, makalah tentang Desentralisasi dan Demokrasi yang disampaikan dalam 
program TKL khusus, dalam sekolah pasca sarjana/ S3. 
14  Agus Mawanda, (Skripsi), Pemekaran Wilayah Kabuoaten Luwu dalam Perspektif Politik, Fisipol    
Unhas, Makassar, 2004 hal.7 
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Sementara itu lebih luas Rondenelli dan Chemma, mengartikan 
desentralisasi adalah : 
“Desenralization is the transper of planning, decision making, 
administrative authority from center goverment to its field   
organization local, administrative unit, semi autonomous and porastal 
organozation, local goverment and non goverment”.  (Desentralisasi 
merupakan penyerahan rencana, pembuatan kebijakan dan 
kewenangan administratif dari pemerintah pusat ke pemerintah 
daerah secara otonom yang meliputi urusan pemerintahan maupun 
pada sektor-sektor swasta lainnya.)15 
Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 (7) 
menjelaskan bahwa: Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 
pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI).  
Menurut J.R.Kaho, alasan dianutnya desentralisasi adalah: 
1. Demi tercapainya efektifitas pemerintahan 
2. Demi terlaksananya demokrasi di/dari bawah (grassroots 
democracy) 
Sedangkan menurut The Liang Gie, pertimbangan dianutnya sistem 
desentralisasi secara kultural : 
“Desentralisasi adalah sebagai upaya perhatian dapat sepenuhnya 
ditumpahkan kepada kekhususan daerah, seperti geografi, keadaan 
penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang 
sejarahnya”.  
                                                          
15 ibid 
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Penyelenggaraan desentralisasi dalam bidang politik dianggap 
sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam 
pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi 
sebagai wujud dari partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan 
daerah. 
 Adanya Konsep Desentraslisasi maka lahirlah yang dinamakan 
“Otonomi Daerah” sebagai bentuk implementasi dari konsep 
desentralisasi itu sendiri. Secara etimologis, pengertian otonomi daerah 
menurut Situmorang (1993) dalam Shinta (2009) berasal dari bahasa 
Latin, yaitu “autos” yang berarti sendiri dan “nomos” yang berarti aturan. 
Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan  
mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam bahasa Inggris, otonomi  
berasal dari kata “autonomy”, dimana “auto” berarti sendiri dan “nomy” 
sama artinya dengan “nomos” yang berarti aturan atau Undang-undang. 
Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Sementara itu, pengertian lain 
tentang otonomi ialah sebagai hak mengatur dan memerintah diri sendiri 
atas insiatif dan kemauan sendiri. Hak yang diperoleh berasal dari 
pemerintah pusat.  
Lebih lanjut UU No.5 Tahun 1974 mendefinisikan otonomi daerah 
adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara 
itu menurut UU No.22 Tahun 1999 mendefinisikan bahwa otonomi daerah 
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adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selanjutnya 
berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 definisi otonomi 
daerah sebagai berikut: 
“Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, 
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 16 
Sementara Hanif Nurcholis, memberikan pengertian tentang 
Otonomi Daerah yaitu :  
“Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu 
daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan 
mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan 
perundangan yang berlaku.”17 
Otonomi daerah secara luas memiliki arti kewenangan sisa (residu) 
berada di tangan pusat (seperti pada negara federal) sedangkan secara 
nyata otonomi berarti kewenangan yang menyangkut hal-hal yang 
diperlukan , tumbuh, hidup, serta berkembang, dan akhirnya disebut 
bertanggung jawab, karena kewenangan yang diserahkan harus 
diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi, yaitu dengan 
                                                          
16 http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-otonomi-daerah.html 
17 Nurcholis, Hanif, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Jakarta: PT. 
Grasindo, 2007).hal.30 
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peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat agar lebih 
baik, serta menjaga hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan 
daerah.18 
Secara teoritis, otonomi daerah merupakan sesuatu yang memberi 
wujud khas pada kelompok masyarakat tertentu, menjadi bagian integral 
dari organisasi negara yang berada di bawah hukum pemerintah daerah 
dengan batas-batas geografi tertentu. Namun dalam dimensi politik, 
otonomi daerah mencakup aspek-aspek geografis, sosial, dan demografi 
yang membedakan suatu komunitas secara konkrit atau abstrak yang 
membentuk identitas dan landasan bersama sebagai suatu kesatuan atau 
entitas politik.19  
Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 
2001 telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi daerah 
merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan 
Pemerintahan yang sentralistik-birokratis ke arah desentralistik-
partisipatoris. UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah 
melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang 
meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada daerah 
kabupaten dan kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan 
efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat   
                                                          
18 Prajarta Dirdjosantoso, dan Herudjati Purwoko, Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal, (salatiga: 
Pustaka Percik, 2004). Hal:9 
19 Indra J. Piliang, Dendi Ramdani. Dkk, Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi, (Jakarta: Yayasan 
Harkat Bangsa,2003). Hal:ix-x 
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demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara 
berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya 
keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan    
daerah.  
Lahirnya Undang-undang ini juga akan memberikan implikasi positif 
bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi 
bersifat “Given” dan “Uniform” (selalu menerima dan seragam) dari 
pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil 
inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan   
aspirasi, potensi sosial politik dan sosio-kultural masyarakat setempat. 
Undang-undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya 
pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan 
pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, 
pemerintahan kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang memadai untuk 
mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat 
(ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan 
ekonomi rakyat didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan 
untuk “Berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah   
kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Tantangan, bahwa daerah 
mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan 
kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab 
penuh.  
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Diskersi (keleluasaan) bagi daerah dalam mengatur dan mengurus 
segala urusan rumah tangga  sebuah daerah pemerintahan adalah    
sebuah paradigma baru dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan 
daerah yang muncul setelah adanya UU No. 22/1999 karena hal tersebut 
sangat mengapresiasi sebuah pluralitas, dan juga demokrasi, yang 
membuka ruang keterlibatan masyarakat lokal dalam segenap proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.20 
Otonomi daerah menurut Emil Salim, mencakup 3 matra utama, yaitu 
Pertama, matra pembagian kekuasaan mengelola pemerintah 
(governmental powe sharing) antara pusat dan daerah; Kedua, matra 
pembagian keuangan dan personalia pemerintahan (financial dan man 
power sharing ) antara pusat dan daerah; Ketiga, matra pelimpahan 
kekuasaan politik, adat dan budaya (political and social cultur power). 
Perspektif demokrasi pada era reformasi otonomi daerah telah 
mendorong perubahan paradigma otonomi daerah, yang jauh lebih baik  
dan lebih maju, ketimbang paradigma lama yang dibangun secara 
sentralistik oleh orde baru. Namun demikian, paradigma yang baru, masih 
berjalan formalistik di atas kertas, yang notabene diikuti dengan   
                                                          
20 Prof. Dr Djohermansyah Djohan, Lanskap Otonomi Daerah: Analisa Dan Kritik, Dalam Indra 
J.Piliang dkk, (jakarta: Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan European Union,2007), hal: 
117-118. 
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meluasnya pemahaman keliru terhadap konsep otonomi daerah, sehingga 
menyebabkan praktik otonomi daerah yang bermasalah.21 
Diawali dengan mengkaji ulang konsep otonomi daerah menuju 
otonomi daerah yang original dan authentic sekaligus bermakna, bukan 
sekedar otonomi yang legal formal, akan tetapi lebih pada ke arah yang 
subtantif. Otonomi daerah adalah arena kemandirian dan tanggung jawab 
(bukan semata kewenangan) daerah dalam mengelola rumah tangga 
daerah yang berbasis pada masyarakat lokal, kemandirian untuk 
membentuk pemerintahan sendiri (bukan dalam artian negara federal), 
mengambil keputusan sendiri, dan mengelola sumber daya sendiri.  
Otonomi daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
secara mandiri yang dikelola secara demokratis. Maka karena itu, otonomi 
daerah tidak bisa dianggap sederhana menjadi masalah penyerahan 
urusan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, 
karena otonomi daerah sebetulnya berarti otonomi masyarakat di daerah-
daerah, sehingga diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang 
sejumlah prakarsa dan kemandirian dalam iklim demokrasi. Namun 
demikian, pelaksanaan otonomi daerah ini harus juga dilakukan secara 
bersama-sama dengan pemahaman atas esensi dan pengertian otonomi 
masyarakat di daerah.22 
                                                          
21 Drs. H.Syaukani, HR. Dkk. Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar,2002). Hal:145-146 
22 Jimly Asshidixqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara, (Jakarta: BIP, 2008). Hal:5 
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Semenjak adanya konsep otonomi daerah, masyarakat  
menginginkan otonomi yang seluas-luasnya berupa “Pemekaran 
Wilayah”, Secara konseptual pengertian pemekaran wilayah dapat di 
rumuskan sebagai rankaian upaya untuk mewujutkan keterpaduan dalam 
pengunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbagkan 
pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, 
keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan daerah 
dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam 
wadah NKRI.  
Konsep  Pemekaran wilayah yang terjadi di Kabupaten dan kota di  
Indonesia merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang 
bersumber dari asas desentralisasi yang dianut oleh bangsa indonesia. 
Konsep ini muncul bermula karena adanya desakan dari masyarakat 
indonesia untuk diberikan otonomi daerah yang seluas-luasnya guna    
untuk mengatur daerahnya sendiri.  
Kemudian apa yang membuat masyarakat dan pemerintah lokal 
meminta lebih setelah diberikan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, 
tentu saja hal ini menjadi pertanyaan besar bagi penulis khususnya ketika 
hendak mengkaji pemekaran wilayah. Ternyata setelah dikaji lagi secara 
lebih mendalam, selain desakan atas gelombang euphoria saat reformasi, 
pemicu derasnya pemekaran wilayah adalah Dekrit Presiden pada Tahun 
1959, yang segala sesuatunya harus dikembalikan kepada UUD 1945 dan 
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pancasila, namun pasca reformasi muncullah UU No. 22/1999 yang lebih 
mencerminkan kebhinekaan ketimbang ketunggal ikaannya.  
Namun dalam perkembangannya  UU No. 22/1999 ini direvisi   
menjadi UU No. 32/2004, yang dinilai banyak kalangan sebagai bentuk 
resentralisasi Soekarnois, jelas saja berbagai desakan pemekaran wilayah 
semakin membanjir di DPR, pasalnya makna desentralisasi bukan saja 
berkisar pada adanya kewenangan untuk melakukan pemerintahannya 
sendiri, namun telah bergeser kepada dorongan untuk memperoleh 
perlakuan yang lebih adil baik dari pemerintah pusat maupun dari 
pemerintah induk, karena memang sistem desentralisasi yang mengacu 
pada  pemerintahan induk justru dalam hal ini lebih berkesan sebagai 
eksploitator aset dan sumberdaya daerah setempat, imbasnya adalah 
rakyat sendirilah yang kurang mendapatkan perlakuan yang adil dari 
pemerintahan induk yang lebih memiliki control terhadap daerahnya. 
Pemekaran wilayah kabupaten/kota menjadi beberapa 
kabupaten/kota baru pada dasarnya merupakan upaya meningkatkan 
kualitas dan intensitas pelayanan pada masyarakat. Dari segi 
pengembangan wilayah, calon kabupaten/kota yang baru yang akan 
dibentuk perlu memiliki basis sumber daya yang seimbang antara satu 
dengan yang lain. Hal ini perlu diupayakan agar tidak timbul disparitas   
yang mencolok dimasa mendatang. Selanjutnya dalam suatu usaha 
pemekaran wilayah akan diciptakan ruang publik baru yang merupakan 
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kebutuhan kolektif semua warga wilayah baru. Ruang publik baru ini akan 
mempengaruhi aktivitas seseorang atau masyarakat sehingga merasa 
diuntungkan karena pelayanannya yang lebih maksimal.  
Akhirnya pemekaran wilayah ini bertujuan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat, peningkatan sumber daya secara 
berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan 
antar sektor, memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan 
dapat meningkatkan kualitas hidup.  
Sejak otonomi daerah diberlakukan, proses pemekaran terjadi begitu 
pesat dan cenderung tidak terkendali. Upaya pemekaran wilayah 
dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan 
melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi 
masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk 
meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek 
rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas 
penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Namun 
bagaimana pemekaran sendiri secara definisinya. 
Secara umum pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah 
administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari 
induknya. Pada dasarnya secara definisi pemekaran daerah adalah bentuk 
usaha dari pemerintah kabupaten dalam melakukan pemerataan dan 
pembagian wilayah ke tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak 
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terjadinya tumpang tindih, baik secara administratif, maupun secara sumber 
potensi alam yang ada di daerah.  
Berdasarkan dari perspektif kewilayahan, terminologi “Pemekaran” 
menurut Profesor Eko Budihardjo merupakan istilah yang salah kaprah 
karena dalam “Pemekaran” wilayah yang terjadi bukan pemekaran tetapi 
lebih tepat penciutan atau penyempitan wilayah. Dari perspektif 
kewilayahan memang istilah “Pemekaran” tidak tepat digunakan   
mengingat dengan “Pemekaran” suatu daerah justru mengalami 
penyempitan bukan perluasan wilayah. Dalam melihat pemekaran daerah 
banyak perspektif yang bisa digunakan antara lain perspektif hukum dan 
kebijakan, perpektif penataan wilayah, perpektif politik administrasi 
pemerintahan, dan lain-lain.23 
Oleh karena itu substansi dari pemekaran wilayah adalah   
masyarakat memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya  
sendiri demi tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan masyarakat 
yang aman, adil, makmur dan sejahtera. 
2.2 Dasar Hukum Pemekaran Wilayah 
Pemekaran-pemekaran pada berbagai tingkatan pemerintah dewasa 
ini adalah suatu kebutuhan mendesak guna memenuhi berbagai   
kebutuhan masyarakat. Walaupun tindakan pemekaran yang terjadi tidak 
terlepas dari persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang. 
                                                          
23 Harudjati purwoko, dkk, Desentralisasi Dalam Perpektif Lokal, hal:49 
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Secara normatif, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara     
dan politik tertanam sebuah syarat dan aturan hukum yang sifatnya 
mengikat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh siapapun, terlebih lagi 
terkait dengan pemekaran wilayah yang sifatnya lebih urgen, karena    
dalam beberapa kasus wilayah perbatasan saja bisa menyulut konflik    
antar daerah, maka dari itu dalam pelaksanaanya dibuatkanlah undang-
undang sebagai salah satu kontrol agar supaya konsep ini dapat berjalan 
sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Sebelumnya, UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah 
atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam 
Pasal 18B ayat (1) bahwa:  
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur 
dengan undang-undang”.  
Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat 
sebagai berikut:  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup 
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  
Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan 
mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan 
Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran 
wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU 
No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus 
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ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum 
dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama    
menyebutkan: 
“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wailayah, batas, 
ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
penunjukan penjabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, 
pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta 
perangkat daerah.”  
Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama 
pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa:  
“Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa   
daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari 
satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” 
 Dan ayat (4) menyebutkan: 
“Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah 
mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.  
Selanjutnya, dalam rangka implementasi kebijakan atas Kebijakan 
yang tertuang dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
maka dikeluarkanlah PP No. 129/2000. PP No. 129/2000 tentang 
Persyaratan dan Pembentukan Derah Pemekaran, mensyaratkan, 
pembentukan provinsi minimal harus ada 3 kabupaten/kota, pembentukan 
kabupaten/kota minimal 3 kecamatan.Pengaturan lainnya yakni batas usia 
daerah otonom baru dapat dimekarkan kembali jika telah berusia 10 tahun 
untuk provinsi, dan tujuh tahun untuk kabupaten/kota. PP itu pun tentang 
persyaratan pembentukan daerah pemekaran itu nantinya akan memuat 
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pula tantang kajian daerah yang akan dimekarkan. Pada PP No.    
129/2000, kajian terhadap daerah pemekaran itu hanya memuat 7 kriteria 
kuantitatif yaitu :Kemampuan Ekonomi, Potensi daerah, Sosial 
budaya,Sosial politik, Jumlah penduduk, Luas daerah, Pertimbangan lain 
yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. 
Seiring berjalannya waktu, sejalan dengan tuntutan untuk terus 
melakukan perubahan ke arah yang lebih baik terutama mengenai 
implementasi otonomi daerah yang menyangkut pemekaran, pemerintah 
pun melakukan revisi UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004, kemudian  PP 
No.129 tahun 2000 dianggap tidak relevan lagi dengan Undang-Undang 
yang ada, maka selang 3 tahun PP No.129 tahun 2000 ikut direvisi     
dengan PP No.78 tahun 2007 dimana terdapat penambahan penilaian 
kuantitatif dari sebelumnya sebanyak 7 faktor menjadi 11 faktor penilaian 
kuantitatif terhadap kajian daerah pemekaran. ( Pasal 6 PP 78 2007) 
Sebelas penilaian kuantitatif itu yakni faktor :Kependudukan, Kemampuan 
Keuangan, Kemampuan Ekonomi masyarakat, Sosial Budaya, Sosial 
Politik, Potensi Daerah, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat 
Kesejahteraan Masyarakat, Rentang kendali penyelenggaraan 
pemerintahan. 
Mekanisme pemekaran daerah melalui Pemerintah didasarkan pada 
UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana direvisi dengan UU Nomor 32 
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Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua UU tersebut mengatur 
mengenai pembentukan daerah dan sebagai aturan pelaksananya diatur 
dalam PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan 
Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Karena 
UU Nomor 22 Tahun 1999 telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun   
2004, maka pelaksanaan pembentukan daerah juga sekarang mengacu 
pada PP Nomor 78 Tahun 2007. Dalam UU dan peraturan tersebut 
dinyatakan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi persyaratan 
administratif, teknis dan fisik kewilayahan. Sebagaimana yang dilegitimasi 
dan dijabarkan melalui peraturan pemerintah dalam PP 78 2007 tentang 
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabunagan Daerah. 
Penjabaran syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus 
meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup 
faktor-faktor di bawah ini, antara lain :  
1. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan ekonomi 
dalam bentuk (1) PDRB per kapita; (2) Pertumbuhan ekonomi; dan   
(3) Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap 
PDRB total. 
2. Potensi daerah, merupakan perkiraan penerimaan dari rencana 
pemanfaatan ketersediaan sumber daya buatan, sumber daya 
aparatur, serta sumber daya masyarakat yang akan digunakan untuk 
meningkatkan pelayanan publik yang dapat diukur dengan (1) Rasio 
bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk; (2) 
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Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk; (3) Rasio pasar per 
10.000 penduduk; (4) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD; (5) 
Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP; (6) Rasio sekolah 
SLTA per penduduk usia SLTA; (7) Rasio fasilitas kesehatan per 
10.000 penduduk; (8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk; (9) 
Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau 
perahu atau perahu motor atau kapal motor; (10) Persentase 
pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga; (11) Rasio panjang 
jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor; (12) Persentase pekerja 
yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun 
ke atas; (13) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 
terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas; dan (14) Rasio pegawai 
negeri sipil terhadap penduduk. 
3. Sosial budaya, cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) 
Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas 
lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai 
pertemuan. 
4. Sosial politik, cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) 
Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai 
hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan. 
5. Kependudukan, merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur 
dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2)  Kepadatan Penduduk. 
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6. Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan 
cakupan wilayah yang dapat diukur dengan (1) Luas wilayah 
keseluruhan; dan (2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan. 
7. Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat 
diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil 
aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik 
wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan. 
8. Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban 
daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah penduduk. 
9. Kemampuan keuangan merupakan cerminan terhadap keuangan 
yang dapat diukur dengan  (1) Jumlah PAD; (2) Rasio PDS terhadap 
Jumlah Penduduk dan (3) Rasio PDS terhadap PDRB. 
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat merupakan cerminan terhadap 
tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang 
dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia. 
11. Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan 
cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat 
diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten); dan (2) 
Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke 
pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten). 
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2.3 Tata Cara Perhitungan Syarat Teknis Pemekaran Wilayah 
Menurut  PP 78 Tahun 2007  
Berdasarkan PP 78 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan, Dan Penggabunagan Daerah, Kelayakan pembentukan 
suatu daerah dari segi kajian teknis dapat dilihat dengan menggunakan 
beberapa langkah tata cara perhitungan diantaranya nilai yang diperoleh 
dari pemberian skor pada indikator-indikator yang ditetapkan sebagai 
kriteria kelulusan. Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk 
pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) 
Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota. 
Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai 
tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata 
keseluruhan daerah di sekitarnya. 
Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu 
sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun 
daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan   
provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di  
provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk 
pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk 
kecamatan seluruh kabupaten diprovinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah 
penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah 
penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan 
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sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan 
daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota. 
Pembentukan daerah, maka semakin besar skornya. Dalam hal 
terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka 
penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. 
Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan 
Pembanding Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan 
Pembanding Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan 
Pembanding Kota. Pembanding Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai 
dengan letak geografis, yaitu: Jawa dan Bali; Sumatera; Sulawesi; 
Kalimantan; Nusa Tenggara; Maluku; dan Papua.  
Pembanding kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi  
yang bersangkutan. Sedangkan pembanding kota adalah kota-kota sejenis 
(tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang 
bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota. 
Terkait penentuan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan 
pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki 
besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai 
terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. 
Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 
masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 
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kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori 
sangat tidak mampu. 
Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota  
sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila 
besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai 
rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau 
sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila 
besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai 
rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau 
sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila 
besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata. 
Adapun besar bobot beserta cara hitung untuk penentuan skor pada 
masing-masing tiap indikator pembentukan daerah otonomi baru menurut 
PP 78 Tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 2.3.1 dibawah ini: 
Tabel 2.3.1 
Bobot dan Cara Hitung tiap indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru 
berdasarkan PP No. 78 Tahun 2007 
No Faktor dan indikator Bobot Cara Hitung 
(1) (2) (3) (4) 
1 Kependudukan 20  
 1. Jumlah penduduk 15 Isi/tuliskan sesuai data 
 2. Kepadatan penduduk 5 Jumlah penduduk/luas wilayah efektif 
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(1) (2) (3) (4) 
2 Kemampuan ekonomi  15  
 
1. PDRB non migas per kapita 
5 
Nilai PDRB atas dasar harga berlaku/jumlah 
penduduk 
 
2. Pertumbuhan penduduk 
5 
Nilai PDRB non migas kosntan tahun 
tersebut-tahun sebelumnya X 100 
 
3. Kontribusi PDRB non migas 
5 
Jumlah PDRB non migas kab harga 
berlaku/nilai provinsi X 100 
3 Potensi daerah 15  
 
1. Rasio bank dan lembaga keuangan 
non bank per 10.000 penduduk 
2 
Jumlah bank dan non bank/jumlah penduduk 
X 10.000 
 
2. Rasio kelompok pertokoan per 
10.000 
Penduduk 
1 
Jumlah kelompok pertokoan/toko(minimal 10 
toko perkelompok)/jumlah penduduk X 
10.000 
 3. Rasio pasar per 10.000 penduduk 1 Jumlah pasar/jumlah penduduk X 10.000 
 
4. Rasio sekolah SD per penduduk 
usia SD 
1 
Jumlah sekolah SD/jumlah penduduk usia 7-
12 tahun 
 
5. Rasio sekolah SLTP per penduduk 
usia 
SLTP 
1 
Jumlah sekolah SLTP/jumlah penduduk usia 
13-15 tahun 
 
6. Rasio sekolah SLTA per penduduk 
usia SLTA 
1 
Jumlah sekolah SLTA/jumlah penduduk usia 
16-18 tahun 
 
7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 
penduduk 
1 
Jumlah rumah sakit,RS bersalin,poliklinik 
negeri+swata/jumlah penduduk X 10.000 
 
8. Rasio tenaga medis per 10.000 
penduduk 
1 
Jumlah doktor, perawat, menteri 
kesehatan/jumlah penduduk X 10.000 
 
9. Persentase rumah tangga yang 
mempunyai kendaraan bermotor 
atau perahu atau kapal motor 
1 
Jumlah RT yang mempunyai kendaraan 
bermotor, perahu, perahu motor, kapal 
motor/jumlah RT X 100 
 
10. Persentase pelanggan listrik 
terhadap jumlah rumah tangga 
1 
Jumlah RT yang menggunakan listrik PLN 
dan non PLN/jumlah rumah tangga X100 
 
11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah 
kendaraan bermotor 
1 
Jumlah panjang jalan/jumlah kendaraan 
bermotor 
 
12. Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal SLTA 
terhadap penduduk usia 18 tahun ke 
atas 
1 
Jumlah pekerja yang berpendidikan minimal 
SLTA/penduduk usia 18 tahun X 100 
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(1) (2) (3) (4) 
 
13. Persentase pekerja yang 
berpendidikan minimal S-1 terhadap 
penduduk usia 25 tahun keatas 
1 
Jumlah pekerja yang berpendidikan minimal 
S1/penduduk usia 25 tahun X 100 
 
14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap 
penduduk 
1 
Jumlah PNS golongan I,II,III,IV/jumlah 
penduduk X 100 
4 Kemampuan keuangan 15  
 
1. Jumlah PDS 
5 
Seluruh penerimaan daerah yang dihitung 
sebagai PAD 
 
2. Rasio PDS terhadap jumlah 
penduduk 
5 
Jumlah PDS/jumlah penduduk 
 
3. Rasio PDS terhadap PDRB non 
migas 
5 
Jumlah PDS/jumlah penerimaan PDRB non 
migas 
5 Sosial budaya  5  
 
1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 
penduduk 
2 
Jumlah mesjid, gereja, pura vihara/jumlah 
penduduk 10.000 
 
2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 
penduduk 2 
Jumlah lapangan sepakbola, bola volli, 
bulutangkis, dan kolam renang/jumlah 
penduduk X 10.000 
 
3. Jumlah balai pertemuan 
1 
Jumlah gedung yang digunakan dalam 
pertemuan masyarakat 
6 Sosial politik 5  
 
1. Rasio penduduk yang ikut pemilu 
legislatif pada penduduk yang 
mempunyai hak pilih 
3 
Jumlah penduduk yang ikut mencoblos saat 
pemilu/jumlah penduduk usia 17 tahun keatas 
atau telah berkeluarga 
 
2. Jumlah organisasi kemasyarakatan 
2 
Jumlah organisasi kemasyarakatan yang 
terdaftar 
7 Luas daerah 5  
 1. Luas wilayah keseluruhan 2 Jumlah luas wilayah daratan dan lautan 
 
2. Luas wilayah efektif yang dapat 
dimanfaatkan 
3 
Jumlah wilayah yang dapat digunakan untuk 
permukiman dan industri 
8 Pertahanan 5  
 
1. Rasio jumlah personil aparat 
pertahanan terhadap luas wilayah 
3 
Jumlah personil aparatat pertahanan/luas 
wilayah 
 
2. Karakteristik wilayah dilihat dari 
sudut pandang pertahanan 
2 
Lihat pedoman pengukuran dalam PP.78 
hlm.25 
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(1) (2) (3) (4) 
9 Keamanan 5  
 
1. Rasio jumlah personil aparat 
keamanan terhadap jumlah 
penduduk 
5 
Jumlah personil aparat keamanan (polisi + 
satpol PP)/ jumlah penduduk X 10.000 
10 Tingkat kesejahteraan masyarakat 5  
 
1. Indeks pembangunan manusia 
5 
IPM kabupaten tahun perhitungan dan tahun 
selanjutnya 
11 Rentang kendali 5  
 
1. Rata-rata jarak kabupaten atau 
kecamatan ke pusat pemerintahan 
(provinsi atau kabupaten) 
2 
Hitung rata-rata jarak kecamatan calon 
kabupaten baru ke pusat pemerintahan 
kabupaten induk 
 
2. Rata-rata waktu perjalanan dari 
kabupaten atau kecamatan ke pusat 
pemerintahan (provinsi atau 
3 
Hitung rata-rata jarak kecamatan calon 
kabupaten baru ke pusat pemerintahan 
kabupaten induk 
Penilaian atau proses scoring dalam PP No. 78 Tahun 2007 
disebutkan bahwa terhadap indikator dilakukan dengan dua cara yaitu 
melalui metode kuota dan metode rata-rata, yaitu membandingkan nilai 
daerah induk dan calon daerah baru terhadap rata-rata daerah selevel di 
sekitarnya.  
Pembatasan dengan syarat diatas tidak lain untuk mencapai hakekat 
pemekaran itu sendiri dimana tujuan pemekaran wilayah sangat mulia   
yang mengacu pada keinginan sejumlah manusia lokal yang secara sadar 
ingin meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah melalui 
pemerintah daerah yang otonom. Selayaknya pemekaran wilayah, atau 
pembentukan pemerintahan otonom baru tidaklah diartikan sebagai 
pengalihan kekuasaan pusat semata, akan tetapi harus dipahami sebagai 
wujud dari demokrasi yang sebenar-benarnya, yang kemudian mampu 
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mendorong tumbuhya sebuah kemandirian pemerintahan sendiri, karena 
otonom di daerah sebetulnya berarti otonomi masyarakat di daerah- 
daerah, yang diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang sejumlah 
prakarsa dan kemandirian dalam iklim lembaga demokrasi.24 
Misi utama dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi 
menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,Ak dalam bukunya “ Otonomi Dan 
Manajemen Keungan Daerah “ adalah : 
1. Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya 
alam daerah. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan 
masyarakat. 
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk 
ikut serta berpartisipasi dalam proses pembangunan.25 
Hal terpenting sebagai langkah awal daerah otonom baru adalah 
dengan berusaha mewujudkan distribusi pertumbuhan ekonomi yang  
serasi dan merata antar daerah, mewujudkan distribusi kewenangan yang 
sesuai dengan kesiapan pemerintah dan masyarakat lokal, menciptakan 
ruang politik bagi pemberdayaan dan patisipasi politik institusi-institusi 
politik lokal, serta mewujudkan distribusi layanan publik dan mudah 
                                                          
24 M. Zaki Mubarak, dkk, Blue Print Otonomi Daerah Di Indonesia, (Jakarta: The YHB center, 
2008), hal: 153-155 
25 Prof. Dr. Mardiasmo, MBA,Ak dalam bukunya Otonomi Dan Manajemen Keungan Daerah,2003 
penerbit: Andi Publisher. 
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dijangkau oleh masyarakat, dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi 
fungsi pemerintah daerah.26 
2.4 Kerangka Pikir 
Rencana pembentukan Bone Selatan tergolong sudah lama, 
Semenjak adanya landasan hukum yang disediakan oleh negara untuk 
mengatur setiap daerah yang ingin melakukan pemekaran, maka aspirasi 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan mulai berhembus seiring 
diberlakukannya Undang-undang menyangkut Otonomi Daerah No. 22 
Tahun 1999 yaitu pada tahun 2001 dimana suatu daerah memungkinkan 
untuk dimekarkan dalam rangka mendekatkan pelayanan pemerintahan, 
percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
melalui kemandirian optimalisasi pengolahan potensi sumberdaya alam di 
daerah. 
Rencana pembentukan Kabupaten Bone Selatan yang dideklarasikan 
pada tahun 2003 meliputi 6 (enam) kecamatan diantaranya Kecamatan 
Salomekko,Kecamatan Kajuara, Kecamatan Kahu, Kecamtan Patimpeng, 
Kecamtan Libureng dan Kecamatan Bontocani dengan luas kecamatan 
secara keseluruhan yaitu mencapai 1.336,61 km² atau 28,86% dari luas 
kabupaten induk yaitu Kabupaten bone saat ini.  
Faktor kemampuan ekonomi dari satu sisi memang sangat 
menentukan keberhasilan daerah yang bisa dibilang baru tapi disisi lain 
                                                          
26 M. Zaki Mubarak, dkk, Blue Print Otonomi Daerah di Indonesia, (Jakarta: The YHB center, 2008), 
hal: 170-172 
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tidak bisa juga dipungkiri bahwa selain faktor tersebut masih ada faktor    
lain yang posisinya juga sangat urgen jika ditinjau dari sudut pandang  
syarat teknis dalam suatu kesatuan masyarakat yang utuh terutama dalam 
daerah yang akan dibentuk atau daerah otonomi baru, faktor tersebut 
adalah faktor kondisi sosial dalam suatu masyarakat dimana faktor ini 
sangat mempengaruhi kesiapan mental suatu masyarakat untuk    
mengolah segala potensi yang ada di daerahnya. Sebagaimana syarat 
untuk melepaskan diri dari kabupaten induk setiap daerah harus   
memenuhi kriteria untuk pembentukan wilayah seperti pada sebuah 
kabupaten, secara akumulatif ada 11 poin  yang diwajibkan dalam PP  
No.78 Tahun 2007 terhadap suatu daerah untuk melepaskan diri daerah 
induk termasuk syarat sosial yang meliputi sosial budaya dan sosial politik 
yang ada. 
Melihat maraknya fenomena daerah otonomi baru (DOB) yang gagal 
saat ini pasca pemekaran, setidaknya untuk meminimalisir potensi 
kesalahan yang terjadi pada DOB yang sudah ada terulang kembali pada 
rencana pembentukan bone bagian selatan, maka penulis akan mencoba 
mengkaji jauh lebih dalam bagaimana teknis kondisi sosial yang ada pada 
Bone Selatan?, sehingga konsep pemekaran wilayah dengan syarat dan 
aturan hukum pemekaran wilayah  nantinya akan berproses menjawab 
bagaimana potensi kondisi kajian teknis sosial budaya dan sosial politik 
dalam proses pembentukan Kabupaten Bone Selatan. 
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Berdasarkan arahan kerangka diatas peneliti menggunakan  
beberapa konsep yang kiranya sejalan dengan pembahasan yang akan 
diteliti yaitu dengan menggunakan Konsep Pemekaran Wilayah, Dasar 
Hukum Pemekaran Wilayah maupun Konsep Tata Cara Perhitungan  
Syarat Teknis Pemekaran Wilayah menurut PP 78 Tahun 2007.  
2.5 Skema Kerangka Pikir 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
Dalam pembahasan ini akan dijelaskan enam aspek, yang  pertama 
yaitu Lokasi Penelitian, kedua Tipe dan Dasar Penelitian, ketiga Pemilihan 
Informan dan Unit Analisis, keempat Jenis dan Sumber Data, kelima   
adalah Teknik Pengumpulan Data, dan yang terakhir yaitu Teknik Analisis 
Data. 
3.1. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini penulis mengambil lokasi di wilayah Kabupaten Bone 
secara umum dan daerah Bone Selatan secara khusus. Adapun penelitian 
dilakukan dengan teknik wawancara secara langsung kepada responden 
yang dianggap mengetahui kondisi sosial yang ada di Bone Selatan seperti 
tim Forum Pemekaran Bone Selatan (FP-BS) maupun dari pihak 
pemerintah yang dianggap mempunyai pengetahuan dengan penelitian ini 
sedangkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda 
maupun yang lain peneliti melakukannya di sekitar Kecamatan Kahu  
secara khusus karena sebagian besar responden yang menjadi objek 
wawancara tinggal di Kecamatan Kahu serta daerah ini merupakan 
kecamatan yang rencananya akan dijadikan sebagai ibu kota Kabupaten 
Bone Selatan, begitu juga ke lima kecamatan lain yang termasuk ke     
dalam kecamatan pembentukan Kabupaten Bone Selatan tidak terlepas 
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dari objek lokasi penelitian, ini bermaksud untuk manjaga objektifitas data 
dari penelitian ini.  
Segala informasi yang akan diperoleh tentang kondisi sosial yang ada 
pada Bone Selatan akan lebih optimal dan kevalidan datanya akan lebih 
dapat dijaga dan dipertanggung jawabkan. Kajian teknis tentang faktor 
sosial Bone Selatan selanjutnya akan dipaparkan pada bagian 
pembahasan. 
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 
Metode yang penulis gunakan dalam penilitian ini adalah Metode 
Penelitian Gabungan (Mixed Methods) antara Metode Penelitian   
Kuantitatif Dan Kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode ini 
dilakukan secara bersamaan untuk melengkapi gambaran hasil studi 
mengenai fenomena yang diteliti dan untuk memperkuat anlisis penelitian 
dalam hal ini mengenai kajian teknis pembentukan Kabuapaten Bone 
Selatan dari segi sosialnya. 
Pada bagian kualitatif, dasar penelitian adalah menggunakan dasar 
penelitian Fenomenologis, dengan paradigma definisi social, ini akan 
memberi peluang individu sebagai subjek penelitian melakukan  
interpretasi, dan kemudian peneliti melakukan interpretasi terhadap 
interpretasi itu sampai mendapatkan pengetahuan mengenai kondisi sosial 
Bone Selatan. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara 
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pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, 
observasi partisipan, dan wawancara mendalam.27 
3.3. Pemilihan Informan dan Unit Analisis 
Informan dalam penelitian ini, adalah orang-orang atau pihak-pihak 
yang dinilai paham betul dengan penelitian ini serta dapat memberikan 
informasi dan data seakurat mungkin. Penelitian tentang kajian teknis 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan. Membuat peneliti untuk  
melakukan wawancara langsung dengan pengurus tim Forum Pemekaran 
Bone Selatan (FPBS) serta pihak-pihak yang dianggap netral dan 
berkompeten dan mengetahui persis sejarah mengenai kondisi sosial yang 
ada pada Bone Selatan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga 
keobjektifan data dan informasi. 
Akan tetapi penelitian ini juga melibatkan informan lain, karena  
peneliti menganggap informan lain ini memiliki pengetahuan akan    
masalah yang akan diteliti. Informan ini diantaranya masyarakat (Tokoh 
Pemuda, Tokoh Masyarakat, masyarakat setempat) maupun Budayawan. 
 
3.4. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer  
  Data yang lebih mengarah ke angka-angka penulis mengambil 
referensi data dari beberapa stakholder yang terkait misalnya dari 
                                                          
27 Dalam buku Bruce a. Chadwick H. Metode penelitian ilmu pengetahuan sosial. hal 234 
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Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
serta data yang lebih bersifat kualitatif dalam penelitian ini diperoleh 
melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, atau 
dapat pula melalui penelitian langsung melihat kondisi lingkup 
penelitian sebagaimana dalam penelitian ini adalah Bone Selatan. 
Untuk mendapatkan data dan informasi maka penulis melakukan 
wawancara (komunikasi langsung) dengan para informan yaitu turun 
langsung ke daerah Bone Selatan untuk mengumpulkan data dalam 
berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara. Dari proses 
wawancara dengan berbagai sumber peneliti mendapatkan data-data 
seperti, data-data yang lebih rinci berupa penjelasan-penjelasan yang 
lebih mendalam terkait dengan bagaimana kondisi teknis sosial 
budaya dan sosial politik Bone Selatan. 
2. Data Sekunder 
  Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara 
membaca buku, literatur-literatur, Koran dan dari situs internet yang 
berhubungan dengan kajian teknis pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan 
masalah yang diteliti. 
 
3.5. Teknik Pengumpulan Data  
Adapun teknik pengumpulan data yang untuk digunakan di lapangan 
adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang   
atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut intervieuwer 
sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewee.28 Penulis 
langsung melakukan wawancara mendalam dengan pengurus inti dari 
tim pembentukan Kabupaten Bone Selatan dan para tokoh 
masyarakat yang dianggap mengetahui kondisi sosial yang ada pada 
Bone Selatan. Adapun alasan hal ini dilakukan karena dengan 
didapatkannya data dari pengurus inti maka kemungkinan ketepatan 
data lebih besar serta permasalahan mengenai kondisi sosial yang 
akan digali dalam penelitian ini akan terjawab. Mereka yang dijadikan 
informan dalam wawancara adalah : 
1. Andi Suaedi (Ketua Forum Pemekaran Bone Selatan) 
2. Dr. Andi Mappamadeng Dewang (Anggota DPRD Bone) 
3. H.Ajiep Padindang,SE,MM (Budayawan/Politisi) 
4. A.Baso (Tokoh Masyarakat) 
5. A.Ilham (Tokoh Pemuda 
6. Muchlis (Tokoh Pemuda) 
7. Masyarakat  
2. Studi Pustaka dan Dokumen 
Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang 
berhubungan dengan penelitian. Untuk memenuhi kebutuhan data 
                                                          
28 Dalam buku Dr. Husaini Usman. Metodologi penelitian sosial. Hal 58 
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yang sifatnya kuantitatif atau berupa angka-angka sebagian besar 
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan   
dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh dari dukumen-
dokumen yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi selatan 
serta dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan, Data 
yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi ini merupakan tolak 
ukur yang bisa dijadikan landasan mampu atau tidaknya Bone Selatan 
dibentuk jika diliat dari potensi sosialnya jika berdasarkan dengan 
ketentuan PP 78 Tahhun 2007. Data dan dokumen yang selebihnya 
diperoleh dari pihak utama atau dalam hal ini pengurus tim 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan, atau bahkan data-data dari 
sumber lain yang cukup terpercaya mewadahi penelitian ini. 
 
3.6. Teknik Analisis Data 
Data yang sudah didapat dari teknik dokumen tadi akan diolah untuk 
menarik suatu kesimpulan final dan dianalisa secara kualitatif untuk 
mendukung kesimpulan final yang sudah dibuat melalui informasi yang 
telah dikumpulkan dari informan. Dikarenakan dalam metode kualitatif 
terdapat beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan 
yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi. 
Adapun objek kajian penulisan ini adalah menganalisa bagaimana 
kondisi teknis terkait faktor sosial dalam pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan. Penelitian ini mencoba memahami dan menggali mengenai 
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potensi kajian teknis faktor sosial budaya dan sosial politiknya. Analisa ini 
bertujuan agar temuan-temuan dari kasus-kasus yang terjadi di lokasi 
penelitian dapat dikaji lebih mendalam dan fenomena yang ada dapat 
digambarkan secara terperinci. Sehingga apa yang menjadi pertanyaan 
dalam penelitian ini bisa terjawab dengan maksimal. 
Langkah penganalisaan data ini dimulai dari penghimpunan dari data-
data yang diperoleh di mana nantinya data-data kasar yang diperoleh dari 
informan yang dituju yaitu data-data yang diperoleh dari ketua tim 
pemekaran Kabupaten Bone maupun tim pembentukan Bone Selatan, serta 
dari beberapa tokoh masyarakat yang merupakan informan tambahan 
mengenai kondisi sosial Kabupaten Bone Selatan. 
Setelah data-data tersebut diperoleh maka akan dipilah dan   
dihimpun, lalu data-data tersebut akan digolongkan sesuai permasalahan 
penelitian, dalam hal ini apakah masuk dalam kategori sosial budayanya 
ataukah dari kategori sosial politiknya. Tentunya penggolongan ini 
menggunakan ketajaman analisis, agar pemilahan data dan penggolongan 
data sesuai dan tepat serta memudahkan proses penelitian atau 
pengolahan hasil penelian selanjutnya. 
Selanjutnya setelah data-data yang didapatkan di kelompokkan 
sesuai pertanyaan penelitian maka data-data yang telah terkelompokkan  
itu di sajikan dalam bentuk yang mudah dipahami, dalam hal ini nantinya 
akan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang tersusun secara  
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sistematis. Dikarenakan dari data inilah akan ditarik makna apakah  
jawaban penelitian terjawab atau tidak, serta apakah jawaban dari 
pertanyaan penelitian dapat dibuktikan kevalidan datanya, hal ini dilakukan 
agar dapat mudah dipahami dan akan mudah ditarik kesimpulan 
didalamnya atau mempermudah hingga pada ke penarikan kesimpulan. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis 
kemudian memberikan gambaran gambaran umum daerah penelitian, 
dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama 
pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik 
pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti.  
Disisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam 
pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan 
mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan 
karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian. 
4.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone 
Sejarah mencatat bahwa bone merupakan salah satu kerajaan besar 
di nusantara pada masa lalu. Kerajaan bone yang dalam catatan sejarah 
didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai 
puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towapptunru 
Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampe’e Gemmekna 
Petta Torisompae Matinroe Ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A.Sultan 
Kasim, 2002). Kebesaran Kerajaan Bone tersebut dapat pelajaran dan 
hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka 
menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, 
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perubahan ekonomi, pergeseran budaya serta dalam menghadapi 
kecendrungan yang bersifat global. 
Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah Kerajaan Bone pada 
masa lalu minimal terdapat  tiga hal yang bersifat mendasar untuk 
diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian 
dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan 
kearah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah : Pertama, 
pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam 
hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu 
sangat menjujung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminologi politik 
modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan 
representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di 
dalam dewan adat yang disebut “ ade’ pitue “, yaitu tujuh orang pejabat adat 
yang bertindak sebagai penasehat raja. 
Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarakan oleh 
ade’ pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk 
dilaksanakan. Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintah sangat 
mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Perinsip ini berawal 
dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada 
tahun 1507-1566 yang pernah diampaikan oleh Raja Bone seperti 
dikemukakan oleh Wiwiek P Yoesoep (1982:10) bahwa terdapat empat 
faktor yang membesarkan kerajaan yaitu : 
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 Seuwani, Temmatinroi Matanna Arung MangkauE mitai munrinna 
gauE ( Mata Raja tak pernah terpejam memikirkan segala perbuatan). 
 Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada’ (Raja harus pintar 
menjawab kata-kata). 
 Matellunna, Maccapi Arung Mangkaue mpinru ada’ (Raja harus pintar 
membuat kata-kata dan jawaban). 
 Maeppa’na, Tekkalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa 
menyampaikan kata-kata yang benar). 
Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan kedalam 
pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya 
perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi. 
Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak 
pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan 
pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun 
negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu 
tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa 
lalu. 
Sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenal dalam sejarah 
akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang 
melahirkan ”Tellum Poccoe” atau dengan sebutan lain “LaMumpatue Ri 
Timurung” yang dimaksudkan sebagai upaya memperkuat posisi kerajaan 
dalam menghadapi tantangan dari luar. 
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Kemudian pelajaran dan hikmah yang ketiga dapat dipetik dari sejarah 
Kerajaan Bone adalah warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan 
kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan menusia Bone pada masa 
lalu. Banyak referensi yang bisa dipetik dari sari pati ajaran islam dalam 
menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan 
dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun 
yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat 
menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk dan dinamikanya. 
Demikian halnya (Kabupaten Bone) potensi yang besar yang dimiliki, yang 
dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. 
Potensi itu cukup beragam seperti dalam Bidang Pertanian, 
Perkebunan, Kelautan, Pariwisata dan potensi lainnya. Demikian 
masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan 
pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong 
pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki 
warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya 
alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan 
untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai 
perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat. 
Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan dan perencanaan yang 
tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya dan potensi 
yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintah dan pembangunan. 
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Tabel 4.1.1 
Sejarah Singkat Pemerintahan Bone 
dan Daftar Susunan Raja-Raja Bone 
Raja 
ke 
Nama dan Gelar 
Tahun 
Pemerintahan 
Jenis 
Kelamin 
(1) (2) (3) (4) 
1 ManurungE Ri Matajang Mata Si Lompo ± 1330 – 1365 Pria 
2 Laummasa’ – Petta Panre BessiE ± 1365 – 1368 Pria 
3 La Saliu Kerang Pelua ± 1368 – 1470 Pria 
4 We Benrigau’ – MallajangE ri Cina ± 1470 – 1510 Wanita 
5 Latenrri Sukki – MappajungE ± 1510 – 1535 Pria 
6 La Ulio’ Boto’E – MatinroE Ri Itterung ± 1535 – 1560 Pria 
7 La Tenri Rawe – BongkangngE Matinro ri Gucinna ± 1560 – 1564 Pria 
8 La Icca – Matinroe ri Addenenna ± 1564 – 1565 Pria 
9 La Pattawwe’ – MatinroeE ri Bettung ± 1565 – 1602 Pria 
10 I Tenri Tuppu – MatinroE Sidenreng ± 1602 – 1611 wanita 
11 La Tenri Ruwa -  Sultan Adam MatinroE ri BantaEng ± 1611 – 1616 Pria 
12 La Tenri Pale – MatinroE ri Tallo ± 1616 – 1631 Pria 
13 La Maddaremmeng – MatinroE ri Bukaka ± 1631 – 1644 Pria 
14 La Tenri Waji Arung Awangpone MatinroE ri Siang 
(pangkep) 
± 1644 – 1645 Pria 
15 Latenri Tatta Daeng Serang MalampeE Gemme’na Arung 
Palakka  
± 1645 – 1696 Pria 
16 La Patau’ Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng ± 1696 – 1714 Pria 
17 Batari Toja Sultan Zainab Zukiyahtuddin ± 1714 – 1715 Pria 
18 La Padassajati To Appaware Sultan Sulaeman Petta ri 
JalloE 
± 1715 – 1718 Pria 
19 La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail MatinroE ri 
Sombaopu 
± 1718 – 1721 Pria 
20 La Panongi – To Pawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei ± 1721 – 1724 Pria 
21 Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung ± 1724 – 1749 wanita 
22 La Temmasonge To Appawali Sultan Abd.Razak MatinroE 
ri Mallimongeng 
± 1749 – 1775 Pria 
23 La Tenri Tappu – Sultan Ahmad Saleh ± 1775 – 1812 Pria 
24 To Appatunru – Sultan Ismail Muhtajuddin MatinroE ri 
Lalebata 
± 1812 – 1823 Pria 
25 I mani ratu arung data sultan rajituddin matinroe ri kessi ± 1823 – 1835 wanita 
26 La Mappaselling – Sultan Adam Najamuddin MatinroE ri 
Salassa’na 
± 1835 – 1845 Pria 
27 La Parenrengi Sult.Akhmad Muhiddin Arungpugi MatinroE 
RiAjangBenteng 
± 1845 – 1857 Pria 
28 Watenria Wa Ummulhuda Pancaitana-BesseKajuara 
MatinroE ri Majennang 
± 1857 – 1860 wanita 
29 Akhmad Singkerurukka Sultan Akhmad Idris MatinroE ri 
To Paccing 
± 1860 – 1871 Pria 
30 Fatimah Banri Datu Citta MatinroE ri Bolampare’na ± 1871 – 1895 wanita 
31 Lapawawoi – karaeng sigeri matinroe ri bandung ± 1895 – 1905 Pria 
32 La Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri GOWA ± 1905 – 1946 Pria 
33 La pabbenteng Pt. Matinroe ri Matuju ± 1945 – 1951 Pria 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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Tabel 4.1.2 
Nama- Nama Pimpinan yang Memerintah 
Daerah Bone Secara Berurutan 
No Nama yang Memerintah 
Masa 
Pemerintahan 
(1) (2) (3) 
1 Abdul Rachman Daeng Mangung (Kepala Afdeling) Tahun 1951 
2 Andi Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Kepala 
Daerah) 
Tahun 1951 – 1955 
3 Ma’mun Daeng Mattiro (Kepala Daerah) Tahun 1955 – 1957 
4 H.A Mappanyukki Sult. Ibrahim MATINROE ri gowa 
(Kepala Daerah/Raja Bone) 
Tahun 1957 – 1960 
5 Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1960 – 1966 
6 Andi Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1966 – 1967 
7 Andi Tjatjo (yang menjalankan Bupati Kepala Daerah) Tahun 1967 – 1969 
8 Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1969 – 1976 
9 Suaib (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1976 – 1982 
10 H.P.B Harahap (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1982 – 1983 
11 H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah) Tahun 1983 – 1988 
12 Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1988 – 1993 
13 Andi Sjamsoel Alam (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1993 – 1998 
14 Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 1998 – 2003 
15 Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah) Tahun 2003 – 2008 
16 H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone) Tahun 2008 – 2013 
17 H.A.Fashar M.Padjalangi (Bupati Bone) Tahun 2013 – 2018 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ketanganan penjajah dan 
terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) di bawah pengawasan 
Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone Lapawawoi 
Karaeng Sigeri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda 
pada tahun 1931 diangkat Latenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La 
Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone 
Ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone Ke-32 tidak menerima 
keberadaan NICA maka pada awal 1946 menarik diri dari tahta kerajaan 
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dan digantikan oleh Raja Bone Ke-33 La Pabbenteng Petta MatinroE ri 
Matuju yang bertahta (1946-1951).  
Selanjutnya sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem 
pemerintahan Republik Indonesia dan adapun nama-nama pimpinan yang 
memerintah Daerah Bone secara berurutan dapat dilihat pada tabel 4.1.2. 
Berdasarkan Peraturan daerah kabupaten daerah tingkat II Bone nomor 1 
tahun1990 tanggal 15 februari 1990 ditetapkan hari jadi Bone pada tanggal 
6 april 1330. Dengan demikian hari jadi Kabupaten Bone ditetapkan pada 
tanggal 6 april. 
4.2. Kondisi Geografis Bone Selatan 
Ditinjau dari luas wilayah, Kabupaten Bone memiliki luas area yang 
cukup besar yakni 4.559 km², yang terbesar dalam 27 Kecamatan. Dari 27 
Kecamatan tersebut Kecamatan Bontocani yang berada di wilayah Bone 
Selatan merupakan kecamatan terluas (463,35 km²) atau 10,16% dari luas 
Kabupaten BONE, sedangkan luas wilayah Bone bagian selatan yang 
tersebar di  enam kecamatan mencapai 1.336,61 km² atau 28,86% dari luas 
Kabupaten Bone. Dengan kata lain, apabila wilayah Bone bagian selatan 
ini dimekarkan dari wilayah induknya Kabupaten Bone, maka Kabupaten 
Bone wilayahnya akan berkurang menjadi 3.222,39 km². 
Kondisi geografis Bone Selatan dapat dilihat dari luas wilayah, jarak 
wilayah dari Watampone (ibukota Kabupaten Bone) dan keadaan jenis 
tanah yang akan terperincikan masing-masing melalui tabel 4.2.1, tabel 
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4.2.2 dan tabel 4.2.5. Begitupun dengan luas wilayah menurut ketinggian 
dan luas wilayah tanah usaha Bone Selatan masing-masing dijelaskan 
pada tabel 4.2.3 dan tabel 4.2.4 di bawah. 
Tabel 4.2.1 
Luas Wilayah Bone Selatan 
Area by District in Bone Selatan 
Kode  
Wilayah 
Area Code 
Kecamatan  
District  
Luas 
Area  
(km²) 
Persentase 
Percentage 
(1) (2) (3) (4) 
010 
020 
030 
040 
060 
          070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
463,35 
189,50 
124,13 
  84,91 
130,47 
344,25 
10,16 
  4,16 
  2,27 
  1,86 
  2,86 
  7,55 
JUMLAH  1.336,61     28,86 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Salah satu kendala dalam hal pelayanan masyarakat adalah jarak dari 
tempat tinggal ke tempat pelayanan dan cakupan luas wilayah yang 
menjadi tanggungjawab petugas yang memberikan pelayanan. Dalam 
konteks penyelenggaraan pemerintah, pusat pelayanan umumnya berada 
di Ibukota kabupaten. Meskipun berdasarkan observasi dan wawancara 
mendalam menunjukkan bahwa masyarakat masih ada yang pro dan kontra 
terhadap persoalan pemekaran, namun kecendrungan yang muncul ke 
permukaan, mereka nampaknya dipersatukan dalam persepsi dan 
kepentingan ketika mempersoalkan jarak ibukota kabupaten yang cukup 
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jauh dari kecamatan. Ditinjau dari jarak, wilayah kecamatan yang “jaraknya 
relatif cukup jauh dari ibukota kabupaten”,  cenderung mendukung 
pemekaran Kabupaten Bone. Demikian pula halnya dengan “jangkauan 
pelayanan” pemerintah kabupaten yang dirasakan kurang sebagai akibat 
terlalu luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani. Kedua aspek ini 
menjadi alat perekat dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Bone 
bagian selatan, baik bagi para tokohnya maupun masyarakat yang 
bermukim di wilayah itu. 
Jarak tempuh rata-rata dari setiap ibukota Kecamatan ( Bone bagian 
selatan) ke ibukota Kabupaten adalah 84 km, suatu jarak yang cukup jauh, 
sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi terutama yang 
berasal dari kecamatan yang cukup jauh dengan ibukota Kabupaten (Kec. 
Bontocani, Kahu, Libureng). Dari ke 6 (enam) kecamatan yang ada di Bone 
Selatan, Kecamatan Bontocani merupakan kecamata yang berada paling 
jauh dari ibukota kabupaten sendiri, jaraknya yaitu sekitar 112 Km dari Kota 
Watampone. Data itu dijelaskan pada tabel 4.2.2 di bawah :  
Tabel 4.2.2 
Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan Bone Selatan 
Distance from capital regency to ceveral district towns 
Ibukota kabupaten 
Capital of Regency 
Ibukota kecamatan 
District Towns 
Jarak 
Distance 
(km) 
(1) (2) (3) 
 
 
 
Watampone 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
112 
100 
70 
62 
77 
83 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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Tabel 4.2.3 
Luas Wilayah Bone Selatan Menurut Ketinggian 
The Height of Each Area by District in Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area Code 
Kecamatan  
District 
Luas Tiap Ketinggian Di Atas Permukaan Laut 
Area by Height above Sea Level (Ha) 
 
0-25 m      25-100 m     100-500 m 500-1000 m  >1000 m 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
- 
- 
3.150 
2.470 
- 
- 
- 
2.200 
5.490 
   942 
   468 
- 
14.500 
16.670 
     750 
  3.385 
16.927 
33.665 
24.935 
       80 
- 
- 
     417 
     760 
6.900 
- 
- 
- 
- 
- 
JUMLAH  5.620 9.100 85.897 26.192 6.900 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
Tabel 4.2.4 
Luas Wilayah Tanah Usaha Tiap Kecamatan di Wilayah Bone Selatan 
The Area of Cultivating Land by District in Bone Selatan 
Kecamatan 
District 
Wilayah Tanah Usaha – Area of Cultivating Land 
 
Terbatas /Limit 1     Utama /Main 1 A,B         Utama /Main 1 C 
            0-7                                7-25                               25-100 
(1) (2) (3) (4) 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
- 
- 
1.240 
   440 
- 
- 
- 
- 
2.395 
2.100 
- 
- 
     30 
1.885 
5.330 
   945 
   468 
3.970 
JUMLAH  1.680 4.495 12.621 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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Tabel 4.2.5 
Keadaan Jenis Tanah di Wilayah Bone Selatan 
Type of Soil District in Bone Selatan 
Kecamatan 
District 
ALLVIAL GLEIHUMUS LITOSOL REGOSOL 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
- 
- 
2.500 
1.080 
- 
1.980 
- 
- 
- 
- 
- 
3.745 
2.460 
- 
- 
- 
  677 
  145 
- 
- 
- 
- 
- 
2170 
JUMLAH 5.560 3.745 3.291 2.170 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
4.3. Pemerintahan Bone Selatan 
Seperti yang dipaparkan sebelumnya, apabila wilayah Bone bagian 
selatan dipisah dari wilayah induknya Kabupaten Bone, maka Kabupaten 
Bone wilayahnya akan berkurang menjadi 3.222,39 km². Berkurangnya 
wilayah administratif pemerintahan tersebut, pada satu sisi mengurangi 
potensi sumber daya alam yang dapat dikelola oleh Kabupaten Bone, akan 
tetapi pada sisi yang lain juga dapat mengurangi beban dari manajemen 
pemerintah. 
Pemerintahan Bone Selatan secara administasi terdiri dari 6 (enam) 
Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa, 6 (enam) Kelurahan, 257 (dua 
ratus lima puluh tujuh) Dusun, dan 19 (sembilan belas) Lingkungan. Dan 
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secara spesifik digambarkan pada tabel 4.3.1. begitupun dengan nama-
nama ibukota kecamatan yang akan dijelaskan pada tabel 4.3.2 dibawah. 
Tabel 4.3.1 
Pembagian Wilayah Administrasi Bone Selatan 
Administrative Division of Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
Desa 
Village 
Kelurahan 
Urban village 
Dusun 
Sub 
village 
Lingkungan 
SubUrban 
Village 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
10 
19 
17 
7 
10 
18 
1 
1 
1 
1 
- 
2 
38 
36 
54 
22 
35 
72 
4 
4 
3 
4 
- 
4 
JUMLAH 81 6 257 19 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
Tabel 4.3.2 
Nama Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa/Kelurahan Bone Selatan 
District Capital And Number Of Village In Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
Ibukota 
Capital 
Jumlah 
Desa/kelurahan 
Total village/urban 
village 
(1) (2) (3) (4) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
Kahu 
Palattae 
Bojo 
Manera 
Latobang 
camming 
11 
20 
18 
8 
10 
20 
JUMLAH  87 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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4.4. Penduduk Bone Selatan 
Jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, mobilitas, dan persebaran 
penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan beberapa aspek 
diantara sekian banyak aspek sosial  demografi yang mempunyai hubungan 
pengaruh timbal balik dengan pembangunan serta berbagai kondisi yang 
berkembang pada suatu wilayah. Pada satu sisi, penduduk dengan jumlah 
yang besar akan mengurangi daya dukung lingkungan alam dan lingkungan 
sosial dan berpotensi memicu konfilik internal dan eksternal dalam 
memperebutkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan 
hidup masyarakat, namun pada sisi lain penduduk yang besar dapat pula 
dinilai sebagai potensi Sumber daya Manusia (SDM) yang dapat 
mengerakkan pembangunan.  
Perkembangan jumlah Penduduk (aspek Kuantitas), disertai dengan 
perkembangan aspek-aspek sosial demografi lainya seperti tingkat 
pendidikan, karakteristif kegiatan ekonomi dan sebagainya (aspek-aspek 
kualitas), juga sangat erat kaitanya dengan perkembangan stabilitas 
kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan laju 
pertumbuhan yang masih tinggi, disertai cepatya perkembangan bidang 
pendidikan seperti yang terjadi di negara-negara sedang berkembang pada 
umumnya, akan diperhadapkan pada masalah penciptaan lapangan kerja 
yang remuneratif untuk menjamin tersedianya sumber penghasilan yang 
memadai bagi penduduk. Dalam kondisi perkembangan ekonomi yang 
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tidak secepat dinamika sosial demografi tersebut di atas, dapat mendorong 
berakumulasinya jumlah dikalangan tenaga-tenaga kerja terdidik, yang 
pada gilirannya akan sangat mudah memicu timbulnya berbagai bentuk 
keresahan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pada 
sisi lain, perkembangan aspek-aspek kualitas penduduk, memiliki dampak 
positif dalam nilainya sebagai sumber daya manusia dan berkualitas 
pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang kelak diharapkan 
mampu menggerakkan roda pembangunan dengan lebih cepat. Dalam 
aspek kehidupan masyarakat lainnya, perkembangan kualitas penduduk 
yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk yang berpendidikan 
lebih baik dari waktu ke waktu.  
Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari 
pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang 
dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia 
seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah 
melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah 
kependudukan seperti program Keluarga Berencana (KB) yang terbukti 
dapat menekan laju pertumbuhan penduduk. Populasi penduduk Bone 
Selatan akhir tahun 2013 menurut data yang ada sebanyak 149.366 (seratus 
empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh enam jiwa) dengan 
populasi terbesar berada pada Kecamatan Kahu yakni 37.919 ( tiga puluh 
tujuh ribu sembilan ratus sembilan belas jiwa) yang secara lebih lengkap 
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dapat dilihat pada tabel 4.4.1 beserta jumlah penduduk Bone Selatan dari 
jenis kelamin yang akan dirincikan pada tabel 4.4.2. 
Tabel 4.4.1 
Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Kecamatan 
Population of Bone Selatan by District 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
district 
2007 2008 2009 2011 2012 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
15.681 
36.118 
32.233 
13.897 
14.764 
29.368 
15.326 
37.042 
34.034 
14.272 
15.470 
29.006 
15.350 
37.399 
34.599 
14.970 
15.670 
29.165 
15.443 
37.739 
35.054 
15.112 
15.894 
29.352 
15.491 
37.919 
35.295 
15.190 
16.014 
29.457 
JUMLAH  142.061 145.150 147.153 148.594 149.366 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Tabel 4.4.2 
Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin 
Popiation of Bone Selatan by Sex 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
Laki-laki 
Male 
Perempuan 
Female 
Jumlah 
Total 
(1) (2) (3) (4) (5) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
  7.719 
18.202 
17.199 
  7.415 
  7.744 
14.734 
  7.772 
19.717 
18.096 
  7.775 
  8.270 
14.723 
15.491 
37.919 
35.295 
15.190 
16.014 
29.457 
JUMLAH  73.013 76.353 149.366 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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4.5. Keadaan Sosial 
4.5.1 Pendidikan (Education) 
Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu 
indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan 
penduduk suatu wilayah, maka semakin berhasillah pembangunan 
manusianya yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas masyarakatnya. 
Tentu saja terdapat indikator lain, seperti harapan hidup, angka melek 
huruf, atau standar hidup layak (purchasing power party). Maka untuk 
mencapainya tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang cukup dan 
seimbang antara penduduk yang layak sekolah dengan jumlah sekolah 
yang tersedia, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai dengan 
tingkat Perguruan Tinggi. 
Masalah pendidikan di Kabupaten Bone adalah bagian integral dari 
sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 
yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan YME, 
kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat 
kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia yang 
mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung 
jawab atas pembangunan bangsa.  
Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi 
sekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana 
dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. 
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Tabel 4.5.1.1 dan Tabel 4.5.1.2 memberikan gambaran yang jelas 
mengenai jumlah sekolah, murid, dan guru pada seluruh jenjang pendidikan 
di wilayah Bone Selatan. 
Tabel 4.5.1.1 
Banyaknya Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, 
SLTP,SLTA, SMK dan MA 
KECAMATAN 
DISTRICT 
TK SD MI SLTP MTS SLTA SMK MA 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
16 
44 
22 
12 
12 
19 
23 
29 
30 
13 
13 
30 
2 
10 
2 
2 
3 
3 
6 
5 
4 
3 
4 
6 
3 
7 
4 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
- 
- 
1 
- 
1 
2 
- 
3 
2 
1 
2 
1 
JUMLAH 125 138 22 28 20 9 4 9 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Tabel 4.5.1.2 
Banyaknya Guru dan Murid di Bone Selatan 
Number of Teacher and Pupils by District in Bone Selatan 
KECAMATAN 
District 
GURU MURID 
TK 
SD/ 
MI 
 
SLTP
/MTS 
SLTA/S
MK/MA 
TK 
SD/ 
MI 
SLTP
/MTS 
SLTA/S
MK/MA 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
38 
141 
59 
46 
38 
65 
229 
479 
384 
168 
209 
375 
32 
111 
47 
24 
27 
84 
32 
164 
100 
39 
52 
134 
428 
1.732 
1.117 
443 
499 
681 
2.470 
4.933 
4.581 
2.270 
2.178 
3.827 
766 
2.232 
1.972 
1.064 
822 
1.482 
277 
1.680 
1.295 
270 
466 
1.381 
JUMLAH 387 1.844 325 521 4.900 20.259 8.338 5.369 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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4.5.2 Kesehatan (Health)  
Pelayanan kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam 
kehidupan masyarakat, dan salah satu tujuan pembangunan di bidang 
kesehatan adalah di harapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan yang 
lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial 
maupun ekonomis. Sekalipun kondisi kesehatan penduduk masih belum 
terlalu memadai, tetapi selama 2 tahun terakhir sudah terdapat gejala yang 
semakin membaik. Hal ini misalnya ditandai dengan semakin menurunnya 
jumlah bayi yang lahir mati (stillbirth) dan ditunjang oleh terus 
bertambahnya peserta KB. Selama tahun 20011/20012 terdapat peserta 
akseptor KB yang cukup besar dan juga ditandai dengan jumlah 
pengunjung puskesmas yang mengalami penurunan.  
Penyediaan sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, 
puskesmas, dan tenaga kesehatan seyogyanya semakin ditingkatkan baik 
dari segi kualitas maupun kuantitas, seperti penyediaan obat-obatan alat 
kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan penyuluhan 
di bidang kesehatan. 
Dari segi kesehatan bone selatan mempunyai `1 (satu) unit Rumah Sakit 
dan berapa sarana-sarana kesehatan lainnya yang akan digambarkan pada 
tabel 4.5.2.1 
 
67 
 
Tabel 4.5.2.1 
Banyaknya Puskesmas Menurut Jenisnya dan Kecamatan di 
Kabupaten Bone Selatan 
Number Of Public Health Center By Kind And District In Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
PUSKESMAS 
Public Health Center (PHC) 
 
 IMPRES         NON IMPRES      JUMLAH 
PUSKESMAS 
PEMBANTU 
Helping PHC 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010 
020 
030 
040 
060 
070 
Bontocani 
Kahu 
Kajuara 
Salomekko 
Patimpeng 
Libureng 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
4 
3 
JUMLAH 8 - 8 18 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
4.5.3 Sarana Peribadatan 
 
Masyarakat 6 Kecamatan Bone Selatan secara fungsional menganut 
nilai, norma dan tatanan dalam sistem sosial. Untuk mendukung dalam nilai 
keagamaan seperti sarana peribadatan, masyarakat Bone pada umumnya 
memposisikan sarana peribadatan memiliki nilai tertentu dalam 
masyarakat. 
Berdasarkan pada jumlah produksi sarana peribadatan maka keenam 
Kecamatan Bone Selatan memiliki tempat peribadatan sebagai sarana 
untuk mengaktualisasikan nilai-nilai keagamaan pada daeraha tersebut, 
adapun penjabarannya pada tabel 4.5.3.1 di bawah ini :  
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Tabel 4.5.3.1 
Jumlah Tempat Peribadatan Pada Tiap Kecamatan 
di Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area code 
Kecamatan 
District 
Mesjid Mushollah/Langgar Gereja 
(1) (2) (3) (4) (5) 
010 Bontocani 34 11 - 
020 Kahu 77 19 - 
030 Kajuara 45 17 - 
040 Salomekko 23 6 - 
060 Patimpeng 26 23 - 
070 Libureng 67 21 2 
JUMLAH 272 97 2 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
Data ini menunjukkan kecendrungan masyarakat 6 Kecamatan Bone 
Selatan secara sosial budaya mampu melayani diri sendiri dan mampu 
mengadakan fasilitas fisik peribadatan secara sosial, gotong royong dan 
kerja sama dalam membina norma-norma dan nilai-nilai agama yang 
merupakan unsur-unsur dasar dari kehidupan sosial-keagamaan.  
Jumlah tempat peribadatan ini juga menunjukkan bahwa syarat Bone 
Selatan untuk melepaskan diri dari daerah induk yaitu Kabupaten Bone jika 
ditinjau dari segi jumlah sarana peribadatan dapat dikatakan layak dengan 
pertimbangan bahwa dari 272 unit Mesjid dan 97 unit Mushollah/Langgar 
yang tersebar ke dalam 87 Desa yang di 6 Kecamatan Bone Selatan itu 
menggambarkan bahwa rata-rata desa di Bone Bagian Selatan memiliki 3 
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Mesjid tiap desanya, serta rata-rata mempunyai 1 Mushollah/Langgar tiap 
desa yang ada di Bone Selatan. 
Hal diatas menunjukkan bahwa jumlah tempat peribadatan yang ada 
di Bone Selatan mampu menfasilitasi seluruh masyarakat yang ada 
sehingga sangat mendukung pembentukan Kabupaten Bone Selatan jika 
ditinjau dari segi sosial-keagamaan. Meskipun jika dibandingkan dengan 
Kabupaten Bone sebagai kabupaten induk, Bone Selatan dapat dikatakan 
belum lebih baik. Tapi kondisi itu dapat dimaklumi dari efek kesenjangan 
pembangunan daerah yang ada mengingat jarak Bone Selatan memiliki 
rentang kendali terjauh jika dibandingkan dari kecamatan lain yang ada di 
Kabupaten Bone saat ini. 
4.5.4  Sarana Olahraga 
Sarana olah raga merupakan wadah yang wajib diadakan masyarakat 
6 Kecamatan Bone Selatan. Sampai akhir tahun 2012 telah memiliki 
sejumlah sarana olahraga yang dapat dirinci menurut jenis olah raga 
sebagai berikut : 
Tabel 4.5.4.1 
Jumlah Fasilitas Sarana Olahraga Tiap Kecamatan 
di Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
code 
Kecamatan 
District 
Sepak 
Bola 
Volly 
Ball 
Tenis 
Lapangan 
Bulu 
Tangkis 
Tenis 
Meja 
Lainnya 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 
010 Bontocani 9 11 - 11 11 - 
020 Kahu 13 33 1 14 8 2 
030 Kajuara 7 15 - 11 12 - 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
040 Salomekko 4 8 - 10 11 5 
060 Patimpeng 8 13 - 10 12 - 
070 libureng 22 32 2 23 21 - 
JUMLAH 63 112 3 79 75 7 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Berdasarkan data sarana olahraga yang ada diatas, dimana dari 87 
desa/kelurahan yang ada di Bone Selatan secara keseluruhan mempunyai 
361 sarana dan prasarana olahraga yang ada, dengan ini dapat 
disimpulkan bahwa tiap desa/kelurahan yang ada di daerah Bone Selatan 
itu mempunyai rata-rata 4 jenis sarana olahraga tiap desa/kelurahannya, 
maka dari itu, jika dilihat dari potensi sarana dan prasarana olahraga yang 
dimilliki yang ada di Bone Selatan secara keseluruhan secara psikologi 
dapat memberikan kontribusi untuk penguatan pembangunan masyarakat 
Bone Selatan sebagai satu kesatuan sosial. Melalui berbagai kegiatan 
olahraga, masyarakat secara spontan ikut dalam perubahan pola hidup 
berbudaya adaptif, kreatif mendorong penguatan integrasi sosial melalui 
proses institusional. Olahraga dapat melahirkan cara berpikir sehat kreatif 
produktif. Secara sosiologis mengolah ragakan masyarakat sebagai modal 
dasar penguatan kualitas sumber daya manusia dalam menata sistem 
pemerintahan lokal yang lebih luas.  
4.5.5  Organisasi Masyarakat 
Organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga sosial yang tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat. UU No.8/1985 menempatkan 
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organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan sosial politik yang perlu 
dibina dan diarahkan oleh pemerintah. 
Berdasarkan kapasitasnya maka Organisasi Kemasyarakatan 
berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah karena Organisasi 
Masyarakat memiliki kekuatan politik dan Presure Group. Bone Selatan 
yang terdiri atas 6 Kecamatan memiliki organisasi pemuda. Jumlah 
organisasi pemuda sebanyak 125, yang dirinci menurut kecamatan sebagai 
berikut : 
Tabel 4.5.5.1 
Jumlah Organisasi Masyarakat/Pemuda  
(Kecamatan Kahu, Libureng dan Kajuara) 
di Bone Selatan 
No 
ORGANISASI MASYARAKAT/PEMUDA 
Kecamatan Kahu Kecamatan Libureng Kecamatan Kajuara 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 Camilo 1 Baringeng 1 Raja 2 
02 Lalepo - Tompobulu 1 Lemo 2 
03 Pasaka - Ponre-ponre 1 Abbumpungeng 2 
04 Mattoanging - Laburaseng 1 Buareng 2 
05 Nusa 1 Tappale 1 Massangkae 2 
06 Aralae 1 Polewali 1 Mallahae 2 
07 Labuaja 1 Suwa 1 Polewali 2 
08 Balle 1 Pitumpidange 1 Awang tangka 2 
09 Palattae 3 Wanuawaru 1 Padaelo 2 
10 Cakkela 1 Ceppaga 1 Gona 2 
11 Matajang 1 Mat. Walie 1 Wae tuwo 2 
12 Manggerang - Mario 1 Bulu tanah 2 
13 Carima 1 Poleonro 1 Kalero 2 
14 Biru 1 Tana batue 1 Lappa bosse 2 
15 Cenrana 1 Swadaya 1 Pude 2 
16 Hulo 1 Binuang 1 Ancu 2 
17 Palakka 1 Mat. Deceng 1 Angkue 2 
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Sumber : Kantor Camat (Kahu)Kasi PMD Kecamatan (Libureng), Kasi PMKT Kecamatan 
(Kajuara). 
 
Tabel 4.5.5.2 
Jumlah Organisasi Masyarakat/Pemuda  
(Kecamatan Bontocani, Patimpeng, Salomekko) 
di Bone Selatan 
Sumber : Kantor Bandes Kecamatan (Bontocani), Kantor PMKT Kecamatan (Salomekko), 
Kantor PMKT Kecamatan (Patimpeng) 
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
18 Bonto padang 1 Bune 1 Tarasu 2 
19 Sanrego 1 Mallinrung 1   
20 Tompong batu 1 Mat. Bulu 1   
JUMLAH 18  20  36 
JUMLAH 2011 
JUMLAH 2010 
18 
18 
 
20 
20 
 
36 
36 
No 
ORGANISASI MASYARAKAT/PEMUDA 
Kecamatan Bontocani Kecamatan Patimpeng Kecamatan Salomekko 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
Nama 
Desa/Kelurahan 
Jumlah 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
01 Watang cani 1 Batulappa 3 Bellu 2 
02 Pattukku 1 Bulu ulaweng 2 Gattareng 2 
03 Bontojai 1 Latellang 3 Ulu balang 2 
04 Bulu sirua 1 
Maddanreng 
pulu 
2 Tebba 2 
05 Bana 1 Masago 3 Mappatoba 2 
06 Pammusureng 1 Massila 2 malimongeng 2 
07 Kahu 1 Paccing 2 menera 1 
08 Langi 1 Patimpeng 3 pancaitana 2 
09 Ere cinnong 3 Pationgi 3   
10 Lamoncong 1 talabangi 2   
11 Mattiro walie 1  2   
JUMLAH 11  25  15 
JUMLAH 2011 
JUMLAH 2010 
11 
11 
 
25 
25 
 
15 
15 
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 4.5.6  Wajib Pilih yang Ikut Pemilu 
Tabel 4.5.6.1 
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area code 
Kecamatan 
District 
Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
(Jiwa) 
(1) (2) (3) 
010 Bontocani 12.253 
020 Kahu 28.393 
030 Kajuara 26.146 
040 Salomekko 11.242 
060 Patimpeng 12.345 
070 Libureng 23.053 
JUMLAH 113.432 
Sumber : KPU Kabupaten Bone 2013 
 
Jumlah DPT yang ada di Bone Selatan yang tergabung dalam 6 
kecamatan meliputi 111.564 dari jumlah 553.107 DPT secara yang ada di 
Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 kabupaten secara keseluruhan, 
dengan jumlah ini dapat disimpulkan bahwa Bone Selatan mempunyai 
tingkat DPT sebanyak 20,2%, dengan tingkat presentase 6 kecamatan yaitu 
sekitar 21% dari 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Bone secara 
keseluruhan. Hal ini menggambarkan bahwa Bone Selatan layak terbentuk 
jika ditinjau dari jumlah DPT yang dimiliki dengan asumsi bahwa Bone 
Selatan memiliki kuantitas DPT yang hampir sama dengan Kabupaten bone 
secara keseluruhan.  
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4.6. Potensi Daerah Bone Selatan 
 Pada bagian potensi daerah akan membahas tentang Pertanian, 
Perindustrian, Pertambangan dan Energi, Perkebunan, Perikanan, 
Peternakan dan Pariwisata yang kesemuanya akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
4.6.1. Pertanian 
Pertanian di Bone Selatan cukup besar dalah hal tanaman pangan 
dengan luas persawahan 29.574 ha yang tersebar di enam kecamatan, 
yang terdiri dari : 
Tabel 4.6.1.1 
Luas Panen dan Produksi Pertanian Menurut Kecamatan di Bone Selatan 
Area Harvested And Production Of Agriculture By District In Bone Selatan 
N0. 
Nama Tanaman 
Pertanian 
Luas Panen 
Area harvested 
Dalam Ha – In Ha 
Produksi 
Productions 
Dalam Ton – In Tons 
(1) (2) (3) (4) 
1 Padi 29.574 187.524 
2 Jagung 6.900 33.517 
3 Ubi Kayu 385 3.565 
4 Ubi Jalar 263 2.181 
5 Kacang Tanah 4.806 8.316 
6 Kedelai 533 934 
7 Kacang Hijau 724 1.018 
JUMLAH 43.185 237.055 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Tabel diatas hanya merupakan bagian dari gambarang Bone Selatan 
jika ditinjau dari segi pertanian, selain yang dicantumkan diatas masih 
banyak jenis produksi pertanian diantaranya dari segi buah-buahan yaitu 
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Duku/Langsat, Jeruk, Sukun, Durian, Alpukat, Mangga, Rambutan, Jambu 
Biji, Sawo, Pepaya, Pisang, Nenas, Nangka, Belimbing, serta jenis tanaman 
yang lain seperti sayur-sayuran diantaranya Bawang Merah, Petsai, Cabe, 
Tomat, Ketimun, Labu Siam, Terung, Kacang Panjang, Kankung dan masih 
banyak yang lain. Sehingga kalau dari segi pertanian Bone Selatan dapat 
dikatakan dapat mandiri dengan produksi lokal yang melimpah dan memiliki 
peluang investasi yang cukup baik. 
4.6.2 Perkebunan  
Potensi perkebunan dan kehutanan di Bone Selatan terbilang cukup 
memadai dengan berbagai komoditi tanaman industri yang tersebar pada 
21.089,279 ha di 6 (enam) kecamatan dengan rincian pada tabel 4.6.2.1 
dibawah: 
Tabel 4.6.2.1 
Luas Panen dan Produksi Perkebunan Menurut Jenisnya  
Per Kecamatan di Bone Selatan 
Area Harvested And Production Of Estate Commodity By District In Bone Selatan 
N0. 
Nama Tanaman 
Pertanian 
Luas 
Area 
(Ha) 
Produksi 
Product 
(Ton) 
(1) (2) (3) (4) 
1 Kopi 2.083 1.835 
2 Kelapa 426 175 
3 Kapok 637 555 
4 Cengkeh 308 185 
5 Aren 532 2052 
6 Lada 201 30 
7 Kakao 6.592 5.109 
8 Kemiri 5.423 4.864 
9 Jambu Mente 3.107 1.282 
10 Siwalan 102 37 
11 Sagu 11 3 
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(1) (2) (3) (4) 
12 Vanili 58 11 
13 Pala 1 0,25 
14 Pinang 106 24 
15 Nipa 42 12 
16 Jarak Pagar 441 - 
17 Tebu Rakyat 998,97 678,714 
18 Tembakau 1 0,5 
JUMLAH 21.089,279 16.854.464 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Berdasarkan pada tabel diatas peluang investasi di bidang 
Perkebunan yang tersebar ke dalam 6 (enam) kecamatan di Bone Selatan 
terutama pada tanaman Kakao, Kemiri Dan Tebu rakyat itu bisa dibilang 
cukup menjanjikan adapun seperti tanaman Vanili di Kecamatan Bontocani, 
Kahu dan Kajuara. Perkebunan Cengkeh di Kecamatan Bontocani, Kahu, 
Kajuara. Perkebunan Lada di Kecamatan Bontocani, Kahu, Kajuara, 
Salomekko, Patimpeng. Pengolahan Rotan di Kecamatan Bontocani pun 
bisa dimasukkan sebagai komoditas yang bisa diperhitunkan mengingat 
produksi Perkebunan di Bone Selatan tiap tahun mengalami peningkatan 
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bone. 
  4.6.3 Perikanan 
Di bidang perikanan sangat ideal dengan potensi penangkapan ikan 
di sekitar Teluk Bone dengan panjang pantai 127 Km sampai puluhan mil 
ke tengah laut, potensi perikanan di Bone khususnya di Bone Selatan dapat 
kita rincikan menurut jenis produksinya pada tabel 4.6.3.1.  
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Tabel 4.6.3.1 
Luas Panen dan Produksi Perkebunan Menurut Jenisnya  
Per Kecamatan di Bone Selatan 
Area Harvested And Production Of Estate Commodity By District In Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area code 
Kecamatan 
District 
Jenis Produksi- Kind Of Production 
 
       Udang                R.Laut               Bandeng 
(1) (2) (3) 
010 Bontocani - - - 
020 Kahu - - - 
030 Kajuara 184,6 6.369,8 943,3 
040 Salomekko 134,8 - 565,5 
060 Patimpeng - - - 
070 Libureng - - - 
JUMLAH  319,4 6.369,8 1.508,8 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Peluang investasi di Bone Selatan  pada bidang perikanan dapat 
dibilang sangat baik terutama dari segi jenis produksi Udang, Kepiting, 
Rumput Laut, serta Bandeng  yang terdapat di Kecamatan Kajuara, 
Salomekko mengingat letak geografis ke 2 (dua) Kecamatan ini berada di 
daerah pesisir Teluk Bone. Di daerah itupun terdapat budi daya Rumput 
Laut di sepanjang pantai dan pesisir Teluk Bone. Pengolahan dan 
pangawetan ikan serta biota perairan lainnya serta sarana penunjang ikan 
(Pembenihan Ikan/Udang dan TPI). 
4.6.4 Peternakan 
Jenis ternak yang dikembangkan di Bone Selatan meliputi: Sapi, 
Kerbau, Kambing, Ayam Dan Itik. Dengan jumlah produksi pada tahun 
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terakhir sebesar 915.942 ekor yang jika diuraikan secara lebih khusus pada 
tabel 4.6.4.1 sebagai berikut: 
Tabel 4.6.4.1 
Populasi Ternak Unggas Di Rinci Per Kecamatan  
di Kabupaten Bone Selatan 
The Population Of Poutry By District And Kind In Bone Selatan 
KODE 
WILAYAH 
Area Code 
KECAMATAN 
District 
SAPI 
Cow 
KERBAU 
Buffalo 
KUDA 
Horse 
KAMBING 
Goat 
AYAM RAS 
PETELUR 
Layer 
AYAM RAS 
PEDAGING 
Broiler 
AYAM 
BURAS 
Hen 
ITIK 
Duct 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
010 Bontocani 10.728 45 215 412 - 4390 43.985 405 
020 Kahu 28.446 350 293 2.617 28.461 4951 122.273 12.854 
030 Kajuara 12.238 5 177 2.896 40.339 7469 130.648 1976 
040 Salomekko 9.583 308 743 739 1428 6269 79.489 988 
060 Patimpeng 13.718 212 80 869 90 4637 32.337 306 
070 Libureng 38.007 560 273 318 878 6830 259.613 1496 
JUMLAH 112.720 1.480 1.781 7.851 71.196 34.546 668.343 18.025 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
 
Dari ke 6 (enam) kecamatan yang tersebar di Bone Selatan memiliki 
peluang investasi yang cukup menjanjikan, ini dikarenakan produksi hewan 
ternak yang terjadi selama kurung waktu 3 (tiga) tahun terakhir terus 
mengalami peningkatan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Bone. Usaha pengemukan Sapi di 7 (Tujuh) Kecamatan yakni: 
Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, dan Patimpeng. Peternakan 
Kerbau, Kuda Kambing, Ayam Buras dan Itik di enam kecamatan di Bone 
Selatan. 
4.6.5 Pariwisata 
Di Bone Selatan objek pariwisata jika dikelola dengan baik akan 
mampu menarik wisatawan dari dalam maupun maupun luar negeri 
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sehingga dengan sendirinya akan memberikan pemasukan daerah yang 
menguntungkan khususnya Bone Selatan, adapun potensi wisata di Bone 
Selatan yakni: 
  Objek Wisata Alam 
1. Pantai ancu lampu toae di desa ancu kecamatan kajuara 
2. Bendungan sanrego di desa sanrego kecamatan kahu. 
3. Permandian waetuo di desa abbumpungeng kecamatan kajuara. 
4. Air terjun ulu ere di desa bontojai kecamatan bonto cani. 
  Objek Wisata Budaya  
1. Makam datu salomekko di desa manare kecamatan salomekko 
2. Ajjongeng di desa patimpeng kecamatan patimpeng 
4.6.6 Perindustrian 
Sektor industri pengelolaan merupakan salah satu sektor yang cukup 
potensial untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Selama 3 tahun 
terakhir, sumbangan sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bone 
sekitar 6-7 persen. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 
Bone, jumlah unit usaha sektor industri pengolahan dan nilai investasi industri di 
Kabupaten Bone selatan dari 4 (empat) tahun terakhir cenderung mengalami 
peningkatan yang baik. Peningkatan jumlah unit usaha dan nilai investasi di sektor 
industri pengolahan ini akibat dari adanya kemudahan-kemudahan dalam proses 
investasi dan tersedianya sarana dan prasarana yang bertujuan untuk memacu 
sektor industri agar lebih efisien dan mampu bersaing pada pangsa pasar. Adapun 
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jumlah unit usaha dan nilai investasi di sektor industri pengolahan dirincikan pada 
tabel 4.6.6.1 dan 4.6.6.2 sebagai berikut : 
Tabel 4.6.6.1 
Jumlah Industri Menurut Kecamatan Golongan Kode Industri/ISIC 
di Kabupaten Bone Selatan 
Number Of Industrial Classification And District In Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
Golongan Kode Industri/Sub Sektor 
Group Code of ISIC 
 
 31      32     33      34       35      36       37      38      39 
Jumlah 
Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
010 Bontocani 150 - - - - - - - - 150 
020 Kahu 113 16 63 3 - 16 - 26 - 237 
030 Kajuara 148 1 8 - - 15 - 1 - 173 
040 Salomekko 32 7 16 - - 6 - 1 - 62 
060 Patimpeng 9 - 7 - - - - 1 - 17 
070 Libureng 24 - 12 - - 4 - 9 - 49 
JUMLAH 478 24 106 3 - 41 - 38 - 688 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
Tabel 4.6.6.2 
Nilai Investasi Industri Menurut Kecamatan dan Golongan Kode 
Industri/ISIC di Kabupaten Bone Selatan 
Investment Value In  Industries by  District And Industrial Classification In Bone Selatan 
Kode 
Wilayah 
Area 
Code 
Kecamatan 
District 
Golongan Kode Industri/Sub Sektor 
Group Code of ISIC 
 
     31              32             33          34     35       36       37         38          39 
Jumlah 
Total 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
010 Bontocani 11.710 - - - - - - - - 11.710 
020 Kahu 10.119.371 25.910 561.015 - - 12.465 - 569.327 - 11.369.088 
030 Kajuara 7.428.590 26.500 655.000 - - 48.175 - 23.500 - 7.592.765 
040 Salomekko 3.482.000 1.225 63.425 - - 22.125 - 2.650 - 3.571.425 
060 Patimpeng 975.500 - 570.000 - - - - 53.000 - 1.599.000 
070 Libureng 2.608.220 - 525.545 - - 15.535 - 118.425 - 2.957.725 
JUMLAH 24.625.391 53.635 2.374.985 - - 98.300 - 766.902 - 27.919.213 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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         4.6.7 Pertambangan 
Dari 27 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, Bone Selatan yang 
tersebar ke dalam 6 (enam) Kecamatan merupakan bagian yang sangat 
banyak memiliki potensi alam dari segi pertambangan, potensi jenis 
tambang yang dimiliki Bone Selatan meliputi Emas, Pasir Silika, Tembaga, 
Mangan, Endapan Besi, Batu Gamping, Marmer, Pasir Kuarsa, Batu Sabak, 
Propilit, Gamik, Basal Dan Kalsit. Hanya saja dari sekian banyak potensi itu 
sampai sekarang sebagian besar masih banyak yang belum produksi, maka 
dari itu momentum ini merupakan kesempatan baik bagi investor-investor 
dari luar negeri maupun domestik untuk tanam investasi di beberapa daerah 
yang tersebar di Bone Selatan. Adapun perincian jenis pertambangan yang 
tersebar di Bone Selatan menurut potensinya adalah seperti pada tabel 
4.6.7.1 dibawah. 
 Tabel 4.6.7.1 
Potensi Pertambangan di Kabupaten Bone Selatan 
Mining Potency In Bone Selatan 
Jenis 
Pertambangan 
Mining Type 
Lokasi 
Location 
Luas 
Penyebaran 
Wide Of 
Spreading 
Cadangan 
Reserve 
Keterangan 
Information 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Emas 
Patimpeng 
Bontocani 
Kahu 
20.000 ha 
- 
45 ha 
Tahap p. Umum 
Tahap p. Umum 
Tahap p. umum 
Indikasi 
Indikasi 
Indikasi 
Pasir silika Libureng 67,5 ha Tahap p. umum Belum produksi 
Tembaga Patimpeng - Tahap p. umum Indikasi 
Mangan 
Bontocani 
Salomekko 
250 ha 
2862,8 ha 
Eksplorasi 
Eksplorasi 
Belum produksi 
Belum produksi 
Endapan besi 
Bontocani 
 
Kahu 
10.000 ha 
 
200 ha 
Eksplorasi & 
eksploitasi 
eksplorasi 
Belum produksi 
 
Belum produksi 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
Batu gamping 
(porm asi tonasa) 
Bontocani 
Libureng 
12.325 ha 
Tahap p. Umum 
Tahap p. umum 
Belum produksi 
Belum produksi 
Batu gamping 
(pormasi taccipi) 
Libureng - Tahap p. umum Belum produksi 
Batu gamping 
(pormasi 
dolomation) 
Kahu - Tahap p. umum Belum produksi 
Marmer 
Bontocai 
Libureng 
62,5 ha 
- 
Tahap p. Umum 
Tahap p. umum 
Belum produksi 
Belum produksi 
Pasir kuarsa 
Kahu 
Kajuara 
762,5 ha 
- 
Tahap p. Umum 
Tahap p. umum 
Belum produksi 
Belum produksi 
Gamit 
Kahu 
Bontocani 
256 ha 
- 
Tahap p. Umum 
Tahap p. umum 
Belum produksi 
Belum produksi 
Batu sabak Kahu 260 ha Tahap p. umum Belum produksi 
Propilit Kahu 325 ha Tahap p. umum Belum produksi 
Basal libureng 100 ha Tahap p. umum Belum produksi 
Kalsit bontocani 25 ha Eksploitasi Berhenti produksi 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
    4.6.8 Energi 
Energi terutama listrik dewasa ini sudah merupakan salah satu 
kebutuhan pokok hidup masyarakat, listrik juga merupakan salah satu 
sarana produksi. Tanpa listrik maka perkembangan di berbagai bidang akan 
berjalan lambat, karena berbagai macam kegiatan sosial ekonomi banyak 
tergantung pada listrik.  
Produksi dan distribusi listrik yang dibangkitkan oleh PLN Ranting 
Bone (khusus di Kabupaten Bone) pada tahun 2012 tercatat 87.568 kwh 
dan yang disalurkan sebanyak 87.209 kwh. Begitupun dengan jumlah 
pelanggan listrik pada tahun 2012 sebanyak 128.358 pelanggan. Angka ini 
lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang hanya mencapai 127.911 
pelanggan. Namun demikan masih perlu penambahan jaringan bagi 
wilayah-wilayah pedesaan yang belum terjangkau. 
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Begitupun dengan Bone Selatan kebutuhan listrik tiap tahunnya 
mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa dalam kurung 4 (empat) tahun 
terakhir jumlah pelanggang listrik pada 6 Kecamatan yang tersebar di Bone 
Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang dirincikan 
pada tahun tabel 4.6.8.1 
 
Tabel 4.6.8.1 
Banyaknya Pelanggan PLN Dirinci Per Kecamatan  
di Kabupaten Bone Selatan 
Number of State Electricity Enterprise Consumers by District  In Bone Selatan 
KODE 
WILAYAH 
Area Code 
KECAMATAN 
District 
PELANGGANG 
Consumers 
 
 
      2009              2010              2011             2012 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
010 Bontocani 479 488 512 517 
020 Kahu 6.871 6.891 6.989 7.175 
030 Kajuara 4.577 4.660 4.879 5.321 
040 Salomekko 2.238 2.348 2.625 2.712 
060 Patimpeng 2.430 2.488 2.347 2.482 
070 Libureng 4.938 4.990 5.179 5.565 
JUMLAH 21.527 21.865 22.531 23.772 
Sumber : Bone Dalam Angka 2013 
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BAB V 
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 
Pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah administratif baru di 
tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pada dasarnya 
secara definisi pemekaran daerah adalah bentuk usaha dari pemerintah 
kabupaten dalam melakukan pemerataan dan pembagian wilayah ke 
tingkat yang lebih merata dan rapih, agar tidak terjadinya tupang tindih, baik 
secara administratif, maupun secara sumber potensi alam yang ada di 
daerah. Namun jauh dari itu pemekaran wilayah sebenarnya memiliki tujuan 
yang sangat mulia yang mengacu pada keinginan sejumlah manusia lokal 
yang secara ingin meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat daerah 
melalui pemerintahan daerah yang otonom. 
Pemekaran daerah untuk mancapai tujuan yang sebenarnya tentunya 
tidak hanya sebatas konsep belaka melainkan harus ada sebuah tindak 
lanjut atau implementasi di kehidupan bermasyarakat. Untuk sampai pada 
tahap itu, dalam pemekaran wilayah suatu daerah tentunya tidak serta 
merta dilakukan dengan bebas melainkan harus mengikuti aturan yang 
mengikat sebagai dasar tolak ukur apakah daerah itu layak tidaknya 
dibentuk menjadi daerah otonomi baru. Aturan tersebut tertuang dalam 
peraturan perundang-undangan yaitu PP 78 tahun  2007 terkait dengan 
Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah 
Sebagai Dasar Pembentukan Suatu Daerah Baru. 
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Fenomena kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat serta 
adanya dukungan dari undang-undang  memicu lahirnya sebuah ide atau 
gagasan yaitu dengan membentuk Daerah Otonomi Baru (DOB) yang 
dianggap sebagai salah satu jalan keluar dari permasalahan diatas. Upaya 
pembentukan Bone Selatan pun berhembus dan berhasil di deklarasikan 
pada tahun 2003 silam. Hal ini merupakan suatu momentum yang sudah 
lama dinantikan oleh masyarakat Bone Selatan sendiri, dimana masyarakat 
banyak menaruh harapan dengan adanya pemekaran daerah yang terjadi 
di Bone Selatan maka semua permasalahan sosial dapat diminimalisir. 
Meskipun dukungan pemekaran wilayah sudah tertuang dalam 
undang-undang namun pemenuhan syarat-syarat yang ada dalam PP itu 
tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ini dibuktikan dengan belum 
terealisasinya Bone Selatan menjadi kabupaten defenitif sampai sekarang 
yang sudah mencapai sekitar 11 tahun semenjak Bone Selatan 
dideklarasikan untuk menjadi daerah otonomi baru (DOB) di sulawesi 
selatan. Pembentukan suatu daerah harus meliputi persyaratan dari segi 
Faktor Administrasi, Teknis dan Fisik Kewilayahan sesuai dengan amanat 
PP 78/2007. Dengan melihat kondisi kekinian yang ada di Indonesia, bahwa 
tidak semua daerah yang sudah berhasil dibentuk wilayahya sejalan 
dengan tingkat kesejahteraan, 70% daerah pemekaran di Indonesia 
cenderung masih jalan ditempat bahkan bisa dikatakan semakin merosot 
pasca pembentukan sehingga persyaratan ini harus di penuhi dengan 
sebenar-benarnya dengan berdasarkan hasil kajian daerah yang baik 
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mengingat keberhasilan suatu Daerah Otonomi Baru (DOB) tergantung 
pada awal pembentukannya. 
Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa dalam PP 78 Tahun  
2007 terkait dengan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan 
Penggabungan Daaerah, dijelaskan ada 3 syarat utama yang harus 
dipenuhi calon daerah otonomi baru untuk menjadi daerah defenitif yaitu 
Syarat Administrasi, Teknis dan Fisik Kewilayahan. Menurut hemat penulis 
diantara ke 3 syarat ini syarat teknis merupakan syarat yang urgen 
posisinya, itu dikarenakan syarat ini merupakan faktor utama yang 
mendukung kemampuan daerah untuk menjadi kabupaten yang mandiri 
ketika sudah terbentuk. Dalam syarat teknis tersebut dijelaskan pula ada 11 
indikator yang harus dipenuhi daerah untuk melepaskan diri dari daerah 
induk yaitu Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Sosial Budaya, Sosial 
Politik, Kependudukan, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, 
Kemampuan Keuangan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan Rentang 
Kendali  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 
Menurut penulis hal yang sukar disangkal bahwa keberhasilan 
pembangunan dalam suatu daerah tidak hanya terletak pada pengaruh dari 
faktor ekonomi, akan tetapi juga sangat tergantung pada faktor sosialnya 
terutama dalam hal faktor sosial budaya dan sosial politik yang selaras 
dengan PP 78 tahun 2007 tentang Syarat Teknis, karena faktor ini juga 
yang mempunyai pengaruh besar terkait bagaimana kesiapan mentalitas 
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sosial masyarakat setempat untuk bertindak dalam membangun 
daerahnya, terlebih dalam daerah yang bisa dikategorikan sebagai calon 
daerah otonomi baru yang ingin terbentuk. Maka dari itu  penulis ingin 
menjelaskan bagaimana potensi kajian Sosial Budaya dan Sosial Politik 
yang ada pada calon pembentukan daerah Bone Selatan jika ditinjau 
berdasarkan PP 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Daaerah.  
5.1   Kajian Teknis Sosial Budaya dan Sosial Politik Pembentukan 
Daerah Bone Selatan Menurut PP 78 Tahun 2007 
Calon pembentukan daerah otonomi baru Bone Selatan yang terdiri 
atas 6 (enam) kecamatan memiliki sejumlah individu yang berstatus 
penduduk sebanyak 149.366 penduduk yang merupakan sel-sel 
masyarakat yang dinamik. Struktur sosial Bone Selatan memiliki hubungan 
yang dinamik yang dapat membangun hubungan-hubungan sosial, serta 
hubungan politik yang berupa tingkah laku kolektif. Namun perlu difahami 
struktur sosial ke-enam Kecamatan Bone Selatan memiliki tingkah laku 
sosial yang tidak berbeda. 
Tatanan sosial penduduk 6 Kecamatan Bone Selatan memiliki tingkat 
kebersamaan yang tinggi. Hal ini didasarkan bahwa kecenderungan 
struktur sosial yakni mempunyai aktivitas berupa tingkah laku kolektif yang 
dapat membangun keutuhan struktur sosial dalam cakupan pembinaan 
masyarakat dalam keutuhan politik teritorial yakni Kabupaten Bone Selatan. 
88 
 
Pada dasarnya masyarakat 6 Kecamatan Bone Selatan sebagian 
besar memiliki pandangan hidup yang sama yakni perlu ada kemajuan 
dalam hidup berbudaya sehingga integrasi dapat terjalin dengan baik di 
antara masyarakat yang ada. Dalam hal integrasi sosial budaya, 
masyarakat di 6 Kecamatan Bone Selatan memiliki nilai, norma dan simbol 
dalam hidup berbudaya. Adanya saling ketergantungan antara satu 
kecamatan dengan kecamatan yang lain dalam hal pola-pola budaya 
masyarakat kecamatan pantai dan masyarakat kecamatan pertanian 
sehingga dalam pola budaya yang perlu dibangun yaitu memiliki lembaga 
sosial yang lebih besar berupa gabungan masyarakat 6 kecamatan untuk 
membangun pola budaya masyarakat yang lebih besar yakni Kabupaten 
Bone Selatan. 
Pola budaya masyarakat 6 kecamatan yang memiliki tingkat integrasi 
sistem sosial memungkinkan dapat membangun kesepakatan nilai, norma, 
politik, hal ini dicapai bila kesepahaman nilai lokal masyarakat 6 Kecamatan 
Bone Selatan yang secara logis dan konsisten. Keragaman pola budaya 
masyarakat 6 Kecamatan Bone Selatan kemungkinan besar secara 
spontan terintegrasi dalam satu integrasi masyarakat 6 kecamatan menjadi 
lembaga sosial yang makro yaitu Kabupaten Bone Selatan secara definitif. 
Untuk mencapai integrasi ini dibutuhkan pola budaya masyarakat yang 
memiliki mentalitas budaya. Mentalitas budaya merupakan kunci untuk 
memahami suatu integritas pola budaya yang lebih luas.  
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Kondisi sosial budaya dan sosial politik masyarakat bone selatan 
sesuai yang dipaparkan diatas tentu tidak akan memberikan kontribusi lebih 
jika bone selatan tidak memenuhi PP 78/2007 sebagai syarat utama yang 
harus dipenuhi daerah otonomi baru untuk dibentuk. Maka dari itu dalam 
penelitian ini saya selaku penulis akan mengkaji lebih mendalam mengenai 
sejauh mana kondisi teknis sosial budaya maupun sosial politik dalam 
mempengaruhi pembentukan Kabupaten Bone Selatan jika ditinjau 
berdasarkan PP 78 tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, 
Penghapusan dan Penggabungan Daaerah.  
5.1.1 Kondisi Sosial Budaya Bone Selatan 
Bone Selatan yang terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan 
Bontocani, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Salomekko, 
Kecamatan Patimpeng dan Kecamatan Libureng mempunyai mayoritas 
penduduk yang kental dengan adat istiadat  serta tradisi yang menjunjung 
tinggi nilai-nilai budaya yang saling menhormati satu sama lain agar 
hubungan sosial dapat terjalin dengan harmonis. Keutuhan adat istiadat 
senantiasa dipertahankan oleh masyarakat terutama oleh tokoh 
masyarakat dari generasi tua. 
Penilain terhadap faktor sosial budaya dalam PP No.78 tahun 2007 
terdiri atas 3 indikator yaitu Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 
penduduk, Rasio Fasilitas Lapangan Olahraga per 10.000 penduduk, dan 
Jumlah Balai Pertemuan. Dari ketiga indikator tersebut, data tentang jumlah 
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balai pertemuan tidak tersedia, namun demikian karena bobotnya kecil yaitu 
(1) sehingga kontribusinyaa terhadap total bila juga relatif kecil.  
Kondisi 6 kecamatan kabupaten Bone Selatan dalam hal sosial 
budaya masyarakat sangat dinamik. Kalau diamati hasil-hasil budaya, 
untuk menilai kondisi sosial budaya 6 kecamatan Bone Selatan dengan 
menggunakan teori Sistem Sosial atau Teori Struktural Fungsional Talcott 
Parson. Teori ini memandang masyarakat sebagai satu sistem yang secara 
fungsional terintegrasi kedalam satu bentuk keseimbangan. Berdasarkan 
teori ini dapat digunakan untuk menilai kreativitas anggota masyarakat 
dalam bidang Tempat Peribadatan, maupun Sarana Olahraga. 
1.  Sarana Peribadatan 
   Masyarakat 6 kecamatan Bone Selatan secara fungsional menganut 
nilai, norma dan tatanan dalam sistem sosial. untuk mendukung kehidupan 
dalam nilai keagamaan, seperti tempat peribadatan, masyarakat Bugis 
pada umumnya memposisikan tempat peribadatan memiliki nilai tertentu 
dalam masyarakat. 
  Berdasarkan pada jumlah produksi tempat peribadatan maka ke-
enam Kecamatan Bone Selatan memiliki tempat peribadatan sebanyak 
374 unit sarana peribadatan yang terdiri dari 279 Mesjid, 94 Mushollah dan 
2 unit Gereja. Data ini menunjukkan kecenderungan masyarakat 6 
Kecamatan Bone Selatan secara sosial budaya mampu melayani diri 
sendiri dan mampu mengadakan fasilitas fisik peribadatan secara sosial, 
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gotong royong dan kerja sama dalam membina norma-norma dan nilai-nilai 
agama yang merupakan unsur-unsur dasar dari kehidupan sosial-
keagamaan. Jumlah peribadatan ini juga merupakan simbol kreasi dan 
budaya. 
Syarat untuk pembentukan kabupaten bone selatan jika ditinjau dari 
segi pengadaan sarana peribadatan sudah sangat memungkinkan, hal ini 
dibuktikan dari hasil perhitungan pada tabel  5.1.1.1 dibawah ini: 
Tabel 5.1.1.1 
Hasil Perhitungan Perbandingan Rasio Sarana Peribadatan Bone Selatan 
Faktor indikator 
Rata-
rata 
daerah 
pemba
nding 
Rasio Daerah Induk Rasio Kabupaten Pembentukan 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandin
gan 
Skor Bobot SXB 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandin
gan 
Skor Bobot SXB 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Budaya 
Rasio sarana 
peribadatan 
per 10.000 
penduduk 
24.96 18,40 78.26% 4 2 8 25.04 100,32% 5 2 10 
Sumber: BPS sulawesi selatan dalam angka 2013, diolah pada tahun 2014 
Hasil perhitungan dari tabel diatas menunjukkan bahwa Bone Selatan 
memiliki potensi lebih jika dibanding dengan daerah induk(kabupaten Bone) 
dimana bone selatan memiliki skor 5 diatas dibanding dengan daerah induk 
yang hanya memiliki skor 4. 
Sarana peribadatan tentu tidak bisa terlepas dari faktor kepercayaan, 
bone selatan sendiri jika dilihat dari segi kepercayaan mayoritas beragama 
Islam hal ini dibuktikan bahwa dari enam kecamatan yang ada di Bone 
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Selatan hanya terdapat 2 Gereja yaitu di Kecamatan Libureng, hal inilah 
yang menjadi salah satu pemersatu dan pemelihara kebersamaan antar 
masyarakat sehingga rasa integritas begitu tinggi untuk membentuk kondisi 
yang bisa mewadahi masyarakat secara utuh.  
Penyebab Mayoritas agama Islam di Bone Selatan pun tidak terlepas 
dari faktor sejarah, sebelum masuk Agama Islam kepercayaan yang ada di 
Bone Selatan sangat tergambarkan dari yang namanya “Tradisi”, tradisi 
yang ada di Bone Selatan itu berkembang baik dari tradisi Islam maupun 
tradisi Pra-Islam, Bone Selatan memiliki persamaan tradisi dalam artian 
memiliki kesatuan tatanan tradisi baik sebelum Islam sampai sekarang, 
menurut H.Ajiep Padindang,SE,MM : 
“Tradisi sebelum islam itu pada awalnya sangat dipengaruhi 
dengan tradisi Animisme hindu yang percaya dengan hal-hal sifatnya 
mistik, seperti percaya pada  Batu, Pohon, Kuburan Tua yang 
sifaktnya mistik sampai pada abad ke XX hingga sampai saat ini tradisi 
yang berkembang di bone bagian selatan masih sangat kental dengan 
tradisi seperti “Mabbaca-Baca”. Dalam hal ini kebiasaan dan 
kepercayaan islam bercampur dengan apa yang sudah ada, dan 
bagian-bagian dari hukum islam menjadi satu dengan praktek yang 
sudah lazim berlaku dalam masyarakat.” 
 
Perkembangan agama Islam sendiripun masuk di Bone Selatan pada 
mulanya setelah islam masuk di bone bagian utara diimana pada saat itu 
dibawa oleh Kerajaan Gowa pada masa penjajahan Kerajaan Gowa pada 
masa Raja Sultan Alauddin. Islam pun masuk di wilayah bone pada masa 
pemerintahan Raja ke XI bone yaitu La Tenri Ruwa dan berhasil diresmikan 
sebagai agama kerajaan pada masa raja ke XIII yaitu La Maddaremmeng 
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Matinroe Ri Bukaka dimana hukum islam berhasil diperatekkan dengan baik 
dengan menhapus berbudakan kala itu.  
Seiring dengan berjalannya waktu agama Islam di Bone Selatan pun 
berkembang sangat dinamis hal ini salah satunya didukung dengan jumlah 
sarana dan prasarana yang ada, data dari BPS menunjukkan rata-rata 
Bone Selatan memiliki 3 mesjid tiap desanya, hal ini menunjukkan bahwa 
jumlah sarana dan prasarana dari segi keagamaan yang terdapat di Bone 
Selatan cenderung sudah dapat mewadahi seluruh lapisan masyarakat 
yang ada. 
Berdasarkan fakta sejarah yang ada kita dapat menyimpulkan bahwa 
kondisi masyarakat Bone Selatan dalam hal kepercayaan begitu memiliki 
rasa integritas yang tinggi hal ini disebabkan karena adanya perlakuan 
sejarah yang membentuk mentalitas sosial mereka yang mengakibatkan 
mayoritas mereka cenderung memiliki kesamaan tradisi dan keyakinan 
sehingga  memunkinkan mereka membentuk persekutuan baru yaitu visi 
yang bisa lebih mempersatukan mereka, berupa konsep mempersatukan 
wilayah melalui pembentukan Kabupaten Bone Selatan secara defenitif. 
2. Sarana Olahraga 
Sarana olahraga merupakan wadah yang wajib diadakan masyarakat 
6 Kecamatan Bone Selatan jika ingin menyatukan diri menjadi lembaga 
sosial yang makro yakni Kabupaten Bone Selatan secara definitif.  Sampai 
akhir tahun 2012 telah memiliki sejumlah sarana olahraga sekitar 296 unit 
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yang terbagi ke dalam beberapa cabang olahraga diantaranya Sepak Bola, 
Bola Volly, Tenis Lapangan, Tenis Meja, Bulutangkis dan lain-lain. 
Potensi bone selatan dari segi pengadaan jumlah sarana olahraga 
dengan menggunakan rata-rata pembanding daerah sekitar dan daerah 
induk dapat dilihat dari tabel 5.1.1.2 dibawah ini: 
Tabel 5.1.1.2 
Hasil Perhitungan Perbandingan Rasio Sarana Olahraga Bone Selatan 
Faktor indikator 
Rata-
rata 
daerah 
pemba
nding 
Rasio Daerah Induk Rasio Kabupaten Pembentukan 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandin
gan 
Skor Bobot SXB 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandin
gan 
Skor Bobot SXB 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Budaya 
Rasio 
sarana 
olahraga 
per 10.000 
penduduk 
17.77 14,64 82,39% 5 2 10 19.82 111.54% 5 2 10 
Sumber: BPS sulawesi selatan dalam angka 2013, diolah pada tahun 2014 
Potensi sarana olahraga yang dimiliki Bone Selatan menunjukkan 
masih diatas dari Kabupaten Bone sebagai kabupaten induk hal ini dapat 
diukur dari perbandingan rasio jumlah sarana olahraga dimana Bone 
Selatan memiliki 19.82 dengan tingkat persentase dari daerah pembanding 
sebanyak 111,54 dari rata-rata daerah sekitarnya sedangkan Kabupaten 
Bone sebagai daerah induk hanya memiliki 14,64 dengan tingkat 
persentase sebesar 82,39 dari perbandingan rata-rata daerah sekitar 
meskipun memiliki skor yang sama yaitu 5 poin sebagai poin maksimal. Hal 
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ini cenderung menegaskan bahwa Bone Selatan jika dikaji dari sosial 
budaya khususnya dari segi sarana olahraga sudah layak untuk 
membentuk identitas sendiri sebagai suatu wilayah defenitif yaitu 
Kabupaten Bone Selatan. 
Adanya dukungan dari kondisi sarana olahraga yang memadai 
berdampak langsung dengan kegiatan keolahragaan masyarakat Bone 
Selatan pada umumnya, salah satu kegiatan olahraga yang paling menonjol 
dari masyarakat Bone Selatan yaitu Olahraga Sepakbola, menurut Andi 
Ilham salah satu tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Kahu mengatakan 
bahwa: 
“Kegiatan olahraga di Bone Selatan secara kasak mata cukup 
aktif, hal ini ditandai dengan sering diadakannya pertandingan yang 
secara umum bisa mewadahi kegiatan keolahragaan masyarakat 
yang ada khususnya masyarakat Bone Selatan sendiri, salah satu 
kegiatan olahraga tersebut diantaranya olahraga Sepakbola yang 
sering diadakan tiap tahun dengan peserta bisa dikatakan perwakilan 
dari beberapa kecamatan yang ada di Bone Selatan, jenis 
pertandingan itu berupa Sepakbola Keseblasan ‘Kahu Cup’ yang 
sering diadakan di Palattae, pertandingan ini biasanya tetap berada 
naungan pemerintah kabupaten tetapi aspirasi untuk terlaksananya 
kegiatan ini berasal dari kalangan pemuda maupun komunitas yang 
ada di Bone Selatan, adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan 
kondisi keolahragaan masyarakat yang ada di Bone Selatan, kegiatan 
olahraga yang lain yang sering diadakan yaitu pertandingan Futsal di 
Palattae serta Bulutangkis  yang bisa diikuti oleh kalangan orang tua 
dan remaja, begitupun olahraga yang lain seperti Tenis Meja, Tenis 
Lapangan serta Bola Volli cenderung aktif yang pada dasarnya hanya 
merupakan konsumsi hari-hari masyarakat tiap desa yang mempunyai 
sarana yang layak untuk digunakan.” 
  
Berdasarkan gambaran diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
masyarakat Bone Selatan memiliki hubungan emosional yang sangat kuat, 
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hal ini ditandai dengan baiknya peleburan yang terjadi di seluruh lapisan 
masyarakat yang ada baik dari kalangan pemuda maupun dari kalangan 
yang lebih tua. Syarat pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan 
amanat PP 78/2007 sangat menitikberatkan potensi sarana olahraga pada 
segi sosial budaya,hal ini disebabkan karena secara psikologi sarana 
olahraga sangat memberi kontribusi untuk penguatan pembangunan 
masyarakat dalam suatu daerah sebagai satu kesatuan sosial.  
Melalui berbagai kegiatan olah raga, masyarakat secara spontan ikut 
dalam perubahan pola hidup berbudaya adaptif, kreatif mendorong 
penguatan integrasi sosial melalui proses institusional. Olahraga dapat 
melahirkan cara berpikir sehat kreatif dan produktif. Secara sosiologis 
mengolah ragakan masyarakat sebagai modal dasar penguatan kualitas 
sumber daya manusia dalam menata sistem pemerintahan lokal yang lebih 
luas dalam hal ini terhadap Bone Selatan sebagai calon daerah 
pembentukan kabupaten. 
Selain dari indikator yang dititikberatkan oleh PP 78 tahun  2007 terkait 
dengan Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan 
Daerah Sebagai Dasar Pembentukan Suatu Daerah Baru, dalam hal sosial 
budaya pembentukan Kabupaten Bone Selatan juga dipengaruhi oleh 
beberapa faktor diantaranya faktor kesehatan dan faktor pendidikan, kedua 
faktor tersebut merupakan faktor utama penunjang kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDA) dalam suatu wilayah, kemajuan kedua faktor tersebut 
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sangat tergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang ada 
diantaranya dukungan infrastruktur dalam suatu wilayah.  
Kondisi sosial budaya yang ada di Bone Selatan terkait Kesehatan 
dan Pendidikan sangat dipengaruhi oleh faktor sejarah sistem 
pemerintahan yang ada pada zaman penjajahan belanda, sistem 
pemerintahan tersebut berupa pembagian sistem pemerintahan “Afdeling” 
berupa onder afdeling ke dalam 3 wilayah di bone bagian utara berpusat di 
Pompanua, bone bagian tengah berpusat di Watampone serta bone bagian 
selatan berpusat di Mare, pembagian wilayah inilah yang memusatkan 
pemerintahan pada 3 ibukota yang berbeda sehingga mengakibatkan 
pemilahan-pemilahan sosial khususnya dalam hal ini yaitu sosial budaya 
yang ada di Kabupaten Bone kala itu dan berdampak sampai sekarang 
meskipun sudah tidak terlalu kental karena faktor kemajuan zaman yang 
ada. 
Penetapan Mare sebagai ibukota onder afdelin pada bone bagian 
selatan ikut mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada di daerah 
tersebut seperti kondisi kesehatan dan pendidikan terutama pada daerah 
yang masuk ke dalam 6 kecamatan daerah pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan. 
Diantara enam kecamatan yang ada, Kecamatan Kahu cenderung 
memiliki tingkat kemajuan yang lebih baik jika dibandingkan dengan 5 
kecamatan yang ada hal itu disebabkan Kecamatan Kahu dinilai memiliki 
98 
 
jankauan strategis terhadap daerah Bone Selatan yang lain, hal ini juga 
yang mendasari mengapa Palattae diambil menjadi calon ibukota 
Kabupaten Bone Selatan, menurut H.Ajiep Padindang,SE,MM : 
“Pada zaman penjajahan belanda maupun setelahnya daerah 
pembentukan Bone Selatan yang terankum dalam 6 kecamatan yaitu 
Kecamatan Kahu, Kecamatan Libureng, Kecamatan Kajuara, 
Kecamatan Salomekko, Kecamatan Bontocani dan Kecamatan 
Patimpeng, Kecamatan yang menjadi pusat pembangunan 
infrastruktur pada saat itu terjadi di Kecamatan Kahu yaitu tepatnya di 
palattae, kenapa di Kecamatan Kahu,? karena Kecamatan Kajuara, 
dan Kecamatan Salomekko dari letak geografis berdekatan dengan 
Kecamatan Mare yang menjadi pusat pembangunan infrastruktur 
terutama dalam hal pemerintahan,pendidikan dan kesehatan yang 
pada saat itu serta memiliki kedekatan dengan Kabupaten Sinjai. 
Sehingga awal pembangunan daerah dari segi infrastruktur 
dipusatkan di Kecamatan Kahu dengan maksud dapat menjangkau 
daerah bone selatan yang lain yang dianggap jauh dari Mare dan 
sinjai.” 
 
 
Berdasar latarbelakang dan kondisi sejarah yang dialami pada masa 
silam, hal itu berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 
kini tergabung dalam 6 kecamatan daerah pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan, dengan adanya akses pendidikan dan kesehatan yang baik kini 
Bone Selatan menjelma menjadi daerah yang memiliki SDM yang cukup 
baik hal itu terlihat dengan adanya putra-putri Bone Selatan yang sudah 
bercerita banyak di lingkup provinsi maupun kanca di tingkat pusat. Dengan 
segala potensi yang dimiliki oleh Bone Selatan dari segi sosial budaya maka  
mudah untuk mereka membuat institusi yang lebih bisa mempersatukan 
mereka yaitu berupa pembentukan Kabuapten Bone Selatan sebagai 
daerah yang defenitif. 
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5.1.2 Kondisi Sosial Politik Bone Selatan 
Demikian pula pengamatan terhadap kondisi sosial politik yang dapat 
dilihat melalui beberapa indikator. Kajian ini membatasi diri  dan lebih 
banyak mencurahkan perhatian pada ketentuan dalam pada PP 
No.78/2007. Dalam PP tersebut sub indikator yang digunakan dalam 
menilai kondisi sosial politik terbagi atas atas 2 sub indikator yaitu Rasio 
Jumlah Penduduk Yang Ikut Pemilu/Pilkada Terhadap Jumlah Penduduk 
Yang Mempunyai Hak Pilih dan keberadaan Organisasi Kemasyarakatan, 
kendati demikian analisis data sekunder dilengkapi dengan uraian data 
yang berdasarkan wawancara mendalam yang terkait dengan 2 indikator 
ini. 
1. Jumlah Penduduk yang Ikut Pemilu/Pilkada Terhadap Jumlah 
Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih. 
Pada indikator ini secara substantif menitikberatkan tentang 
bagaimana partisipasi politik masyarakat yang ada di bone bagian selatan. 
Pada dasarnya pembentukan suatu daerah dalam hal ini mengenai 
pembentukan kabupaten jika dilihat dari segi sosial politik tentunya tidak 
bisa terlepas dari partisipasi politik masyarakat di daerah tersebut, dalam 
hal bagaimana tingkat partisipasi masyarakat yang ada khususnya pada 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan yang tergabung dalam 6 (enam) 
kecamatan.  
Partisipasi politik sangat erat kaitannya dengan mobilisasi politik, 
mobilisasi politik sendiri disini diartikan sebagai bagaimana masyarakat 
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mengikuti setiap aktifitas politik yang ada bukan murni karena lahir dari 
dorongan/kemauan dalam diri individu melainkan ada pengaruh eksternal 
yang mengakibatkan mereka juga ikut aktif dalam setiap proses yang ada, 
meskipun ukuran jumlah masyarakat yang ikut dalam pemilu tidak mutlak 
murni karena kesadaran politik yang ada tapi menurut penulis indikator 
tersebut merupakan faktor yang paling objektif untuk dijadikan tolak ukur 
terhadap tingkat partisipasi politik yang ada dalam suatu daerah. 
Partisipasi politik masyarakat Bone Selatan cenderung sangat tinggi, 
dibuktikan dengan jumlah partisipan dalam proses politik pada pemilihan 
gubernur yang lalu, berikut rasio perbandingan yang ikut memilih 
masyarakat bone selatan jika dibandingkan dengan daerah induk yaitu 
Kabupaten bone dengan perbandingan rata-rata dari daerah sekitar, hal ini 
dapat dilihat pada tabel 5.1.2.1 dibawah ini: 
Tabel 5.1.2.1 
Hasil Perhitungan Rasio Perbandingan Sosial Politik Bone Selatan 
Faktor 
Indikator 
Rata-Rata 
Daerah 
Pembanding 
Rasio Daerah Induk Rasio Kabupaten Pembentukan 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandingan 
Skor Bobot SXB Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandingan 
Skor Bobot SXB 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Politik 
Rasio 
penduduk 
yang ikut 
pemilu 
legislatif 
terhadap 
penduduk 
yang 
mempunyai 
hak pilih 
0,70416 0,74602 105.95% 5 3 15 0,7533 106,99% 5 3 15 
Sumber: KPU sul-sel, BPS sul-sel dalam angka 2013, data diolah pada tahun 2014 
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Hasil perhitungan dari tabel diatas menunjukkan jika calon daerah 
pembentukan Bone Selatan memiliki rasio 0,7533 dengan tingkat 
persentase sebanyak 106,99% dari rata-rata daerah pembanding diatas 
dari daerah induk yang mempunyai rasio 0,74602 dengan persentase 
perbandingan sebesar 105.95% meskipun memiliki skor yang sama yaitu 
5 poin. Hal ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa dari segi jumlah 
partisipan yang ikut memilih dalam pemilihan gubernur yang lalu, Bone 
Selatan cenderung sudah layak untuk segera dibentuk mengingat 
partisipasi politik masyarakat yang sudah sangat baik.  
Selain aktif  ikut dalam setiap proses dalam pemilu maupun pilkada, 
partisipasi masyarakat Bone Selatan juga sangat terlihat dalam mengikuti 
pemilihan Kepada Desa pada tiap-tiap desa masing-masing bahkan dari 
beberapa jenis pemilihan yang ada, dari hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa partisipasi masyarakat Bone Selatan sangat terlihat atau sangat 
menonjol ketika berlangsungnya pemilihan Kepala Desa hal didukung oleh 
beberapa pendapat dari masyarakat setempat yaitu Andi Baso’ menurut 
beliau : 
“Diantara beberapa jenis pemilihan yang ada, rata-rata 
partisipasi politik masyarakat Bone Selatan sangat terlihat atau 
menonjol ketika terjadi pemilihan Kepala Desa. Pada level ini, 
meskipun ketika masa kampanye kadang terjadi gesekan-gesekan , 
akan tetapi setelah ada Kepala Desa terpilih biasanya mencair dengan 
sendirinya dengan kembali berpartisipasi terhadap setiap program 
yang dijalankan oleh Kepala Desa baru yang terpilih. Dalam hal ini 
peran tokoh masyarakat untuk mendinginkan suasana pasca 
pemilihan sangatlah menonjol, selain itu disini juga pada umumnya 
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sangat dipengaruhi oleh budaya sangat menhargai/patuh pada apa 
yang dikatakan Kepala Desa”.  
 
Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
partisipasi politik masyarakat Bone Selatan sudah sangat baik hal ini 
dibuktikan dengan pemilihan pada tingkat terendah dalam suatu negara 
demokrasi yaitu pada notabennya pemilihan Kepala Desa sudah dapat 
merangkum nilai-nilai demokrasi yang sebenarnya. 
Selain memiliki partisipasi politik yang tinggi dalam ikut memilih, 
kelayakan pembentukan kabupaten Bone Selatan dari indikator ini juga 
ditopang dengan keinginan yang kuat dari seluruh lapisan masyarakat yang 
ada di 6 kecamatan yang tergabung dalam calon daerah pembentukan 
Bone Selatan dibuktikan dengan pengamatan secara langsung dilapangan 
serta wawancara langsung dengan beberapa tokoh masyarakat yang ada 
di daerah bone bagian selatan seperti :  
a. Sebagian besar tokoh masyarakat dan sangat mendukung 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan. 
Pembentukan Bone Selatan jika dilihat dari potensi dukungan 
yang ada sudah sangat layak untuk direalisasikan hal ini didasari dari 
keinginan kuat dari segala lapisan masyarakat yang ada di 6 kecamatan 
yang ada antara lain para tokoh masyarakat yang ada, menurut Andi 
Suaedi : 
“Upaya pembentukan Kabupaten Selatan untuk menjadi 
daerah defenitif itu sangat mendapat dukungan dari segala 
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elemen masyarakat salah satunya yaitu dukungan dari tokoh 
masyarakat ada di enam kecamatan yang ada, sebagai salah satu 
contoh bentuk dukungannya yaitu segala lapisan tokoh 
masyarakat sepakat membentuk Forum Pemekaran Bone Selatan 
(FPBS) pada musyawarah tanggal 7 desember 2006 dan rapat 
akbar di 3 kecamatan yaitu di Kecamatan Salomekko, Kajuara dan 
Kahu yang diketuai oleh saya sendiri dengan presentase tingkat 
dukungan tiap Kecamatan yaitu 100% kecuali Kecamatan Kajuara 
pada saat itu tingkat dukungan hanya mencapai 85% dengan 
alasan penentuan ibukota Bone Selatan, pembentukan forum ini 
tidak lain hanya sebagai wadah bagi meraka untuk penyambung 
lidah kepada stekholder-stekholder yang bisa membawa Bone 
Selatan ini terbentuk” 
 
b. Sebagian besar mahasiswa Bone Selatan sangat mendukung 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan. 
Dukungan untuk pembentukan bone selatan bukan hanya datang 
dari tokoh masyarakat yang ada bahkan mahasiswa pun sendiri turut 
ambil bagian dalam hal ini, menurut Andi Mappamadeng Dewang : 
“Evouria dukungan pembentukan bone selatan bisa 
dikatakan sudah sangat bulat semenjak deklarasi 26 januari 2003 
silam bentuk dukungan mengalir dari berbagai pihak termasuk 
dari kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa yang tergabung 
dalam aliansi mahasiswa Bone Selatan. Salah satu bentuk 
dukungannya yaitu rencana  pembentukan Kabupaten Bone 
Selatan ditanggapi langsung oleh sejumlah mahasiswa ditandai 
pada tanggal 20 Januari 2011 puluhan mahasiswa mengawal 
langsung penyerahan draft rancangan pembentukan kabupaten 
Bone selatan. Penyerahan Bone selatan ini, di terima langsung 
Ketua DPRD sulsel Muhammad Roem di aula kantor DPRD 
sulawesi selatan. mahasiswa serta tim pemekaran pada saat itu 
langsung menyambut gembira penyerahan dokumen 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan kepada DPRD Sulsel. 
Termasuk luapan kesyukuran yang banyak di sampaikan melalui 
media on-line dan jejaring sosial.” 
 
c. Para tokoh pemuda berasal dari Bone secara spontan mendukung 
pemekaran. 
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Dukungan pembentukan Bone Selatan tidak hanya tampak dari 
tokoh masyarakat dan mahasiswa melainkan tokoh pemuda pun ikut 
menyuarakan dukungannya menurut Mukhlis : 
“Pemekaran Kab. Bone sudah lama didengungkan oleh 
berbagai kalangan masyarakat seperti tokoh pemuda, Salah satu 
yang paling mendukung pemekaran Kab. Bone adalah Asrifai 
tokoh pemuda yang kini menjadi dosen di salah satu universitas 
Sul-Teng. Bentuk dukungan yang dilakukan adalah dengan 
melakukan penelitian tentang peluang terbentuknya Kota 
Administratif Watampone Jadi Kota Watampone pada awal 
reformasi. Dari penelitiannya beliau dapat menyimpulkan untuk 
terbentuknya Kota Watampone, Sayangnya pada saat itu respon 
dari pemerintah belum besar, sehingga status Watampone 
dikembalikan ke daerah induknya yakni Kab. Bone sebagaimana 
yang diatur dalam UU pada saat itu, tapi terkhusus untuk tokoh 
pemuda Bone Selatan kami sangat mendukung pembentukan 
Kabupaten Bone Selatan, adapun bentuk dukungan kami yaitu 
ikut berpartisipasi pada aspirasi pembentukan Bone Selatan pada 
tahun 2007 lalu di kantor DPRD Kabupaten Bone dan sejauh ini 
kami ikut mengawal proses pembentukan Kabupaten Bone 
selatan sendiri dengan kerjasama dengan Forum pembentukan 
Bone Selatan yang diketuai oleh Andi Suaedi.” 
 
Berdasarkan dari poin diatas penulis dapat melihat bahwa semangat 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan sudah sangat baik ini dibuktikan 
dengan dukungan partisipasi politik dari seluruh elemen-elemen 
masyarakat yang sudah sangat besar, tentunya hal ini dapat dijadikan 
sebuah momentum yang baik untuk menjadikan Bone Selatan untuk 
kedepan yang lebih baik dengan membentuk institusi baru yang bisa 
mewadahi mereka untuk lebih berkembang. 
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2. Organisasi Masyarakat 
  Organisasi kemasyarakatan merupakan lembaga sosial yang tumbuh 
dan berkembang dalam masyarakat. UU No.8/1985 menempatkan 
organisasi kemasyarakatan sebagai kekuatan sosial politik yang perlu 
dibina dan diarahkan oleh pemerintah. Berdasarkan kapasitasnya sebagai 
kelompok penekan, organisasi kemasyarakatan senantiasa berupaya 
mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat sebab 
organisasi masyarakat memiliki kekuatan politik dan presure group. Dari 
segi kuantitas, Bone Selatan yang terdiri atas 6 kecamatan memiliki 
organisasi pemuda sebanyak 125 organisasi kemasyarakatan . 
 Tingginya organisasi kemasyarakatan yang ada di Bone Selatan masih 
terbilang jauh dibawah jika dibandingkan dengan daerah induk yaitu 
Kabupaten Bone, hal ini dipengaruhi oleh jumah kecamatan yang sangat 
timpang dari daerah induk, adapun Rasio Organisasi Kemasyarakatan 
dapat dilihat pada tabel 5.1.2.2 di bawah ini: 
Tabel 5.1.2.2 
Hasil Perhitungan Rasio Perbandingan Sosial Politik Bone Selatan 
Faktor 
indikator 
Rata-
rata 
daerah 
pemba
nding 
Rasio Daerah Induk Rasio Kabupaten Pembentukan 
Rasio 
daerah 
Persentase 
perbandingan 
Skor Bobot SXB 
Rasio 
daerah 
Persentase 
perbandinga
n 
Skor Bobot SXB 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Politik 
Jumlah 
organisasi 
kemasyar
akatan 
108.20 342 316.08% 5 2 10 130 120.15% 5 2 10 
Sumber: BPS sul-sel dalam angka 2013, diolah pada tahun 2014 
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Pada tabel diatas menunjukkan rasio daerah bone selatan masih jauh  
dibawah kabupaten induk yaitu kabupaten bone, tabel diatas menunjukkan 
bone selatan hanya memiliki rasio daerah sebesar 130 dengan persentase 
perbandingan rata-rata  sebesar 120,15% dari daerah pembanding 
sedangkan kabupaten induk memiliki 342 dengan rasio 316,08% dari rata-
rata daerah pembanding, hal ini disebabkan karena perbedaan jumlah 
kecamatan yang sangat timpang dimana daerah induk(Kabupaten Bone) 
terdiri dari 21 kecamatan hampir 3 kali lipat jika dibanding dengan bone 
selatan yang hanya memiliki 6 kecamatan.  
Tampa mengesampingkan hal diatas, secara objektif Bone Selatan 
dapat disimpulkan sangat layak dibentuk untuk menjadi daerah otonomi 
baru karena memiliki persentase pembanding diatas seratus persen, ini 
membuktikan bahwa jumlah organisasi masyarakat yang ada di Bone 
Selatan sudah mampu mewadahi 6 kecamatan yang ada jika terbentuk. 
Terkait dengan pembentukan Bone Selatan, meskipun cenderung 
dikatakan besar posisi organisasi masyarakat sendiri sebagai kelompok 
penekan tidak terlalu tampak, menurut hasil penelitian dari wawancara 
secara mendalam dengan Andi Suaedi selaku Ketua Forum Pembentukan 
Bone Selatan (FP-BS), beliau mengatakan : 
“Kalo kita melihat kapasitas ormas (Organisasi Masyarakat) 
yang ada dibone selatan ini memang sangat besar, jumlah ormas 
yang ada di bone selatan itu sebanyak 125 bahkan bisa dikatakan 
hampir tiap desa yang ada di 6 kecamatan bone selatan memiliki 
organisasi masyarakat sendiri, tapi dalam hal aspirasi pembentukan 
bone selatan sendiri, kita tidak  memakai identitas ormas itu melainkan 
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masyarakat, jangan sampai orang men”just” bahwa aspirasi 
pembentukan bone selatan ini bermuatan politis, padahal yang 
sebenarnya adalah aspirasi ini murni dari masyarakat bone selatan. 
Sehingga dalam mewujudkan Kabupaten Bone Selatan secara 
defenitif masyarakat hanya mempercayakan sepenuhnya pada forum 
ini yang diketuai oleh saya sendiri, meskipun dibelakang kami ada 
beberapa Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat maupun 
dari kalangan ade’ mahasiswa yang tergabung dalam aliansi 
mahasiswa bone selatan yang ikut membantu.”  
 
Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menggambarkan 
bahwa disatu sisi peran organisasi masyarakat dalam upaya pembentukan 
Kabupaten Bone Selatan sangat berperan besar pada segi pemenuhan 
syarat teknis pembentukan daerah otonomi (DOB) baru dikarenakan 
jumlahnya yang relatif besar, tapi disisi lain dalam hal aspirasi pembentukan 
Bone Selatan, peran organisasi masyarakat secara segi organisasi itu tidak 
terlalu menonjol, dikarenakan adanya pelepasan identitas aktor yang ada 
didalamnya dan tergabung dalam masyarakat untuk melakukan aspirasi 
mengenai upaya tuntutan pembentukan Kabupaten Bone Selatan secara 
defenitif. 
Tampa mengesampingkan PP 78 tahun  2007 terkait dengan Tata 
Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah Sebagai 
Dasar Pembentukan Suatu Daerah Baru. Dalam hal sosial budaya politik 
selain indikator partisapasi politik dan organisasi masyarakat, pembentukan 
Kabupaten Bone Selatan juga sangat dipengaruhi oleh “Sejarah Politik” 
yang terjadi pada masa silam. 
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Pada zaman abad ke XIV sebelum kedatangan Manurung’E Ri 
Matajang Mata Si Lompo beberapa bagian wilayah yang ada di Kabupaten 
Bone saat ini terdapat beberapa kerajaan-kerajaan kecil yang masing-
masing otonom, begitupun juga bone bagian selatan terdiri dari beberapa 
kerajaan-kerajaan kecil yang otonom yang pada hakekatnya terpisah dari 
Kerajaan Bone, Kerajaan Bone bukan merupakan kerajaan yang bersistem 
“Monarki Absolut” sama seperti daerah-daerah lain yang ada di sulawesi 
saat itu, adapun kerajaan-kerajaan kecil itu diantaranya Kerajaan Gona di 
Kajuara, Kerajaan Salomekko di Salomekko, Kerajaan Labuaja di Kahu, 
Kerajaan Masago dan Kerajaan Pationgi di Patimpeng, Kerajaan 
Pitumpidange di Libureng serta Kerajaan Bontorihu, Kerajaan Langi dan 
Bontocani di Bontocani. Kerajaan-kerajaan otonom ini baru bergabung di 
Kerajaan Bone pada zaman Raja Bone ke XXII yaitu La Temmasonge To 
Appewali dengan konsep “Kawin Mawin”, yaitu dimana beliau mengawini 
beberapa keturunan raja yang ada di bone bagian selatan seperti keturunan 
Raja Gona, Raja Masago, sehingga mengakibatkan pertalian secara tidak 
langsung kerajaan-kerajaan otonom ini dengan Kerajaan Bone. 
Beberapa kerajaan tersebut dikatakan “Kerajaan Palili” dengan status 
otonom. Palili itupun berarti kerajaan yang dipandang sebagai saudara 
dimana tidak termasuk dibawah struktur organisasi Kerajaan Bone secara 
mutlak/sepenuhnya dan para kerajaan palili ini diberikan kewenangan 
secara langsung untuk mengurus kerajaannya masing-masing, dan yang 
menhubungkan mereka yaitu kerajaan palili ini berkewajiban terhadap 
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Kerajaan Bone untuk turut ambil bagian jika terjadi gangguan atau 
peperangan antara Kerajaan Bone dengan kerajaan lain dari luar bone. 
Pada dasarnya kerajaan-kerajaan yang di Bone Selatan itu disebut 
dengan kerajaan awantangka sehingga lahirlah apa yang disebut dengan 
“Dulung Awantangka”, ini didasarkan oleh struktur strategi pertahanan 
kerajaan bone yang terdiri dari Ponggawa dengan membawahi 3 perangkat 
pertahanan masing-masing Anreguru Anakarung, Pangulu Joa serta 
Dulung (panglima wilayah), Dulung yang bertugas menkoordinir daerah 
kerajaan bawahan, di bone terdapat 2 dulung, yaitu Dulungna Ajangale di 
bone bagian utara serta Dulungna Awang Tangka di bone bagian selatan. 
Kerajaan Awang Tangka ini mempunyai stratafikasi yang cenderung 
sama dimasanya, ini dikuatkan dengan pernyataan salah satu penggiat 
politik budaya kabupaten bone, H.Ajiep Padindang,SE,MM. beliau 
mengatakan bahwa : 
”Dalam konsep kerajaan-kerajaan otonom yang ada di Bone 
Selatan relatif sama jika ditinjau dari segi stratifikasi, tapi hanya dari 
situ kemudian yang memunculkan tokoh-tokoh yang seakan-akan 
dianggap sebagai kerajaan terbesar atau terkuat. Sebagai contoh 
Ketika perang Kerajaan Bone melawan belanda pada tahun 1905 
Petta Ponggawae (abdul hamid baso pagilingi) gugur di Bulu Awo 
(perbatasan siwa dengan tanah toraja). Latemmu Page Arung Labuaja 
dari dulung awang tangka yang menjadi panglima terakhir laskar 
perlawanan kerajaan bone dari selatan sehingga kerajaan labuaja 
begitu populer tapi hal ini bukan berarti bahwa kerajaan labuaja ini 
memiliki derajat yang lebih tinggi atau lebih besar jika dibandingkan 
dengan kerajaan yang lain.” 
Bone Selatan jika dilihat dari kesatuan politik dimulai dengan 
Kecamatan Mare hal ini didasari ketika belanda sudah menguasai bone, 
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pada tanggal 2 desember 1905 “Tellumpoccoe” (Tri-Aliansi) 
Bone,Soppeng,Wajo disatukan ke dalam satu sistem pemerintahan yang 
dinamakan afdeling. Dimana afdeling bone dibagi menjadi 3 bagian dengan 
nama onder afdeling masing-masing onder afdeling utara ibukotanya 
Pompanua, onder afdeling tengah ibukotanya di watampone serta onder 
afdeling selatan ibukotanya di Mare, sehingga menurut penulis secara 
geopolitik sebenarnya untuk pembentukan Bone Selatan jika ingin 
sempurna dari segi sosial politik, paling tidak Kecamatan Mare dan 
Kecamatan Tonra juga ikut. 
Dibawah kekuasaan belanda seluruh bagain wilayah yang ada di bone 
dibentuk kedalam beberapa “Distrik”, distrik itupun dibentuk berdasarkan 
tokoh-tokoh kerajaan yang dianggap berpengaruh di tiap-tiap daerah yang 
ada saat itu, di Bone Selatan pun dibagi kedalam beberapa distrik 
diantaranya Distrik Bontocani, distrik bontocani kemudian dipecah menjadi 
dua (distrik bontocani dan distrik kahu),  Distrik Patimpeng dan Distrik 
Salomekko (pernah disatukan menjadi Distrik Salomekko),  Distrik Kajuara, 
dan Distrik Libureng yang pada akhirnya menjadi sebuah kecamatan, 
adapun desa dan dusun tiap kecamatan yang tergabung di 6 kecamatan ini 
didasarkan pada akkarungen yang ada, hal ini dipertegas oleh pernyataan 
H.Ajiep Padindang,SE,MM yaitu : 
”Distrik yang dibentuk oleh belanda pada tahun 1908-1930-an 
masih sangat mengakui arung-arung yang ada, arung inilah yang 
menjelma menjadi nama desa dan sebagian menjadi dusun pada 
masa pemerintahan swapraja La Mappanyukki Sultan Ibrahim.” 
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Berdasarkan pernyataan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa 
dari segi sejarah politik dalam sudut geopolitik ada semacam satu kesatuan 
yang bisa terbangung karena bone bagian selatan ini  sama-sama memiliki 
kerajaan-kerajaan otonom yang secara langsung menurut penulis tidak 
pernah tunduk  ke Kerajaan Bone maka dari itu disebut dengan “Arung 
Palili” yang artinya akkarungeng yang mengakui Kerajaan Bone karena atas 
dasar ketakutan untuk dipenrangi tapi tidak diperintah langsung oleh 
Kerajaan Bone itu sendiri dan kemudian dipersatukan oleh konsep “Kawin-
Mawin” oleh Raja La Temmasonge sehingga terbangun hubungan 
emosional antar kerajaan serta arung yang ada, hal itulah yang melandasi 
masyarakat Bone Selatan cenderung mudah bagi mereka mengusulkan diri 
membangun sebuah kesepahaman atau membuat sebuah persekutuan 
baru seperti pembentukan Kabupaten Bone Selatan.  
Berdasarkan dengan adanya filosofi tersebut masyarakat Bone 
Selatan ingin melepaskan diri dari Kabupaten bone yang ditandai dengan 
pada pemerintahan Andi Pangeran Petta Rani sebagai gubernur sulawesi, 
menurut pernyataan H.Ajiep Padindang,SE,MM : 
”Latar belakang pembentukan Kabupaten Bone dari memiliki 
sejarah panjang, sejarah itu sebenarnya sudah ada sejak 
pemerintahan Andi Pangeran Petta Rani sebagai gubernur di sulawesi 
pada saat itu, ketika  Kabupaten Sinjai hendak diusulkan untuk 
dibentuk, ada sebuah tim dari selatan dan dari sinjai temui andi 
pangeran petta rani meminta untuk dibentuk bone selatan dan sinjai 
tapi gubernur yang ada pada saat itu “Melarang” untuk bone di pecah-
pecah, Adapun tokoh utusan sinjai kala itu yang diwakili oleh “petta 
mamma” yang temui andi pangeran petta rani. Sehingga waktu itu 
yang berhasil di bentuk untuk menjadi kabupaten hanya sinjai.” 
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Berangkat dari pemaparan diatas bahwa dari segi sosial politik yang 
ada di Bone Selatan secara filosofis mempunyai sejarah politik yang kuat 
yang bisa menjadi landasan atau tolak ukur mereka dalam membentuk 
suatu kesepahaman atau persekutuan untuk menjadikan Bone Selatan 
sebagai daerah defenitif yaitu Kabupaten Bone Selatan.  
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1.  Kesimpulan 
Upaya pembentukan Kabupaten Bone Selatan tidak terlepas dari 
bagaimana kondisi sosial yang ada pada daerah tersebut, kondisi sosial 
pun meliputi kondisi sosial budaya dan kondisi sosial politik yang dianut oleh 
seluruh masyarakat yang tergabung ke dalam 6 kecamatan calon 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan yaitu Kecamatan Kahu, Kecamatan 
Kajuara, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan 
Bontocani dan Kecamatan Libureng. 
Tabel 6.1.1 
Hasil Perhitungan Rasio Perbandingan Sosial Budaya dan Sosial Politik 
Bone Selatan 
Faktor indikator 
Rata-
rata 
daerah 
pemba
nding 
Rasio Daerah Induk Rasio Kabupaten Pembentukan 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandin
gan 
Sko
r 
Bobot SXB 
Rasio 
Daerah 
Persentase 
Perbandinga
n 
Skor Bobot SXB 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Budaya 
Rasio 
sarana 
peribadatan 
per 10.000 
penduduk 
24.96 18,40 78.26% 4 2 8 25.04 100,32% 5 2 10 
Rasio 
sarana 
olahraga 
per 10.000 
penduduk 
17.77 14,64 82,39% 5 2 10 19.82 111.54% 5 2 10 
Total Nilai 
Indikator 
 18  20 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 
Sosial 
Politik 
Rasio 
penduduk yang 
ikut pemilu 
legislatif 
terhadap 
penduduk yang 
mempunyai 
hak pilih 
0,7041 0,7460 105.95% 5 3 15 0,7533 106,99% 5 3 15 
Jumlah 
organisasi 
kemasyarak
atan 
108.20 342 316.08% 5 2 10 130 120.15% 5 2 10 
Total Nilai 
Indikator 
 35  35 
Total Nilai  53  55 
Hasil perhitungan kajian teknis pembetukan daerah yang sesuai 
dengan pasal 78 tahun 2007 bone selatan dari segi indikator sosial budaya 
dan sosial politik yang berdasarkan hasil perhitungan rasio perbandingan 
Bone Selatan dengan menggunakan metode rata-rata pembanding dari 
daerah sekitar, secara akumulatif Bone Selatan cenderung lebih unggul jika 
dibandingkan dengan daerah induk yaitu Kabupaten Bone. Hal tersebut 
terlihat pada tabel 6.1.1 diatas, tabel tersebut menggambarkan bahwa Bone 
Selatan mendapatkan total nilai maksimal sebesar 55 poin mengungguli 
daerah induk yang hanya mendapatkan 53 poin. 
Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan Bone Selatan yang 
tergabung dalam 6 kecamatan jika ditinjau dari kajian teknis sosial budaya 
dan sosial politik sudah sangat layak untuk memisahkan diri Kabupaten 
Bone sebagai daerah induk dengan asumsi bahwa semua sub indikator 
yang meliputi Rasio Sarana Peribadatan, Rasio Fasilitas Sarana Olahraga 
pada  Indikator Sosial Budaya maupun Rasio Penduduk yang Ikut Pemilu 
Terhadap Penduduk yang Mempunyai Hak Pilih serta Jumlah Organisasi 
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Kemasyarakatan yang menjadi titikpenekanan dari PP 78 tahun 2007, 
semua itu sudah memenuhi syarat untuk menjadi lembaga sosial yang 
makro, begitupun dengan faktor sosial budaya dan sosial politik yang 
seperti faktor Pendidikan, Kesehatan maupun faktor Sejarah Politik yang 
ada di Bone Selatan sudah sangat merekomendasikan untuk menjadikan 
Bone Selatan sebagai Salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB) di Sulawesi 
Selatan. 
6.2. Saran  
Upaya pembentukan Bone Selatan sudah semenjak dideklarasikan 
pada tahun 2003 sampai sekarang sudah mencapai 11 tahun lamanya, 
terlepas dari itu penulis menyarankan kepada seluruh elemen masyarakat 
yang terangkum di 6 kecamatan Bone Selatan yang meliputi Tokoh 
Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa dan segenap tokoh pejuang 
pembentukan Kabupaten Bone Selatan yang tergabung dalam Forum 
Pembentukan Bone Selatan (FP-BS) agar tetap bersabar dan terus 
berusaha memperjuangkan realisasi pembentukan Bone Selatan untuk 
menjadi kabupaten yang defenitif, karena penulis dapat menilai bahwa 
Bone Selatan sudah sangat layak diwujudkan hal ini berdasarkan penilain 
dari potensi sosial budaya maupun sosial politik yang dimiliki sangatlah 
mendukung, perubahan yang besar memang tidak dapat dicapai dengan 
mudah tapi sepanjang kemauan untuk berbuat masih ada, dengan izin yang 
maha kuasa, semua hal yang menjadi cita-cita bersama untuk kepentingan 
segenap masyarakat ke arah yang lebih baik pasti akan terwuju.
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LAMPIRAN 
 
TABEL 1 
 
RASIO SARANA PERIBADATAN DI SULAWESI SELATAN 
 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
Keterangan:  A = Jumlah Sarana Peribadatan 
                       B = Jumlah Penduduk 
                       C = Jumlah Sarana Peribadatan/Jumlah Penduduk 
                       D = C X 10.000 
NO KABUPATEN A B C D 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 Selayar 391 126667 0,003087 30,87 
2 Gowa 1433 691309 0,002073 20,73 
3 Soppeng 439 224626 0,001954 19,54 
4 Bulukumba 923 402009 0,002296 22,96 
5 Bantaeng 510 180421 0,002827 28,27 
6 Luwu 1062 341813 0,003107 31,07 
7 Toraja Utara 892 221422 0,004029 40,29 
8 Sinjai 620 233311 0,002657 26,57 
9 Tana Toraja 952 224960 0,004232 42,32 
10 Maros 643 329758 0,00195 19,50 
11 Jeneponto 822 348666 0,002358 23,58 
12 Takalar 499 278703 0,00179 17,90 
13 Barru 320 168344 0,001901 19,01 
14 Sidrap 436 281278 0,00155 15,50 
15 Wajo 633 388467 0,001629 16,29 
16 Pangkep 482 315605 0,001527 15,27 
17 Enrekang 619 195115 0,003172 31,72 
18 Pinrang 517 358786 0,001441 14,41 
19 Luwu Utara 1016 296606 0,003425 34,25 
20 Luwu Timur 764 262815 0,002907 29,07 
JUMLAH 13973 5870681 0,002496 24,96 
21 Bone 1066 579371 0,00184 18,40 
22 Bone Selatan 374 149366 0,002504 25,04 
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TABEL 2 
 
RASIO SARANA OLAHRAGA DI SULAWESI SELATAN 
 Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
Keterangan:  A = Jumlah Sarana Olahraga 
                  B = Jumlah Penduduk 
                  C = Jumlah Sarana Olahraga/Jumlah Penduduk 
                  D = C X 10.000 
 
NO KABUPATEN A B C D 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
1 SELAYAR 468 126667 0,003695 36,95 
2 GOWA 508 691309 0,000735 7,35 
3 SOPPENG 362 224626 0,001612 16,12 
4 BULUKUMBA 560 402009 0,001393 13,93 
5 BANTAENG 0 180421 0 0,00 
6 LUWU 1041 341813 0,003046 30,46 
7 TORAJA UTARA 204 221422 0,000921 9,21 
8 SINJAI 782 233311 0,003352 33,52 
9 TANA TORAJA 390 224960 0,001734 17,34 
10 MAROS 0 329758 0 0,00 
11 JENEPONTO 627 348666 0,001798 17,98 
12 TAKALAR 233 278703 0,000836 8,36 
13 BARRU 433 168344 0,002572 25,72 
14 SIDRAP 812 281278 0,002887 28,87 
15 WAJO 327 388467 0,000842 8,42 
16 PANGKEP 485 315605 0,001537 15,37 
17 ENREKANG 1184 195115 0,006068 60,68 
18 PINRANG 902 358786 0,002514 25,14 
19 LUWU UTARA 0 296606 0 0,00 
20 LUWU TIMUR 0 262815 0 0,00 
JUMLAH 9318 5870681 0,001777 17,77 
21 BONE 850 579371 0,001467 14,67 
22 BONE SELATAN 296 149366 0,001982 19,82 
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TABEL 3 
 
RASIO IKUT MEMILIH PADA PILKADA DI SULAWESI SELATAN 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
Keterangan:  A = Jumlah Penduduk Ikut Memilih dalam Pilakada 
                       B = Jumlah Penduduk Usia 17+ 
               C = Jumlah Penduduk Ikut Memilih dalam Pilakada (A)/ Jumlah Penduduk Usia 
17+(B) 
  
 
NO KABUPATEN A B C 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Selayar 88523 69156 0,781221 
2 Gowa 506233 389885 0,770169 
3 Soppeng 185900 132637 0,713486 
4 Bulukumba 316222 201614 0,637571 
5 Bantaeng 136389 90060 0,660317 
6 Luwu 247801 185914 0,750255 
7 Toraja Utara 153360 115050 0,750196 
8 Sinjai 179798 128191 0,712972 
9 Tana Toraja 154679 113306 0,732523 
10 Maros 238488 164915 0,691502 
11 Jeneponto 283812 186461 0,656988 
12 Takalar 209410 151532 0,723614 
13 Barru 126455 96305 0,761575 
14 Sidrap 221471 165123 0,745574 
15 Wajo 319332 220691 0,691102 
16 Pangkep 242587 164806 0,679369 
17 Enrekang 142678 102775 0,720328 
18 Pinrang 298807 186477 0,624072 
19 Luwu Utara 223927 150458 0,671906 
20 Luwu Timur 187078 127279 0,680353 
JUMLAH 4462950 3142635 0,704161 
21 Bone 447712 333606 0,746029 
22 Bone Selatan 113432 85854 0,753350 
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TABEL 4 
 
JUMLAH PENDUDUK TIAP KABUPATEN DAN PENDUDUK USIA 17+  
DI SULAWESI SELATAN  
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
 
 
 
 
 
NO KABUPATEN JUMLAH PENDUDUK PENDUDUK USIA 17+ 
(1) (2) (3) (4) 
1 Selayar 126.667 69156 
2 Gowa 691.309 389885 
3 Soppeng 224.626 132637 
4 Bulukumba 402.009 201614 
5 Bantaeng 180.421 90060 
6 Luwu 341.813 185914 
7 Toraja Utara 221.422 115050 
8 Sinjai 233.311 128191 
9 Tana Toraja 224.960 113306 
10 Maros 329.758 164915 
11 Jeneponto 348.666 186461 
12 Takalar 278.703 151532 
13 Barru 168.344 96305 
14 Sidrap 281.278 165123 
15 Wajo 388.467 220691 
16 Pangkep 315.605 164806 
17 Enrekang 195.115 102775 
18 Pinrang 358.786 186477 
19 Luwu Utara 296.606 150458 
20 Luwu Timur 262.815 127279 
JUMLAH 5.870.681 3142635  
21 Bone 579.371 333606 
22 Bone Selatan 149.366 85854 
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TABEL 5 
 
JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI SULAWESI SELATAN 
 
NO KABUPATEN SARANA TEMPAT PERIBADATAN 
(1) (2) (3) 
1 Selayar 391 
2 Gowa 1433 
3 Soppeng 439 
4 Bulukumba 923 
5 Bantaeng 510 
6 Luwu 1062 
7 Toraja Utara 892 
8 Sinjai 620 
9 Tana Toraja 952 
10 Maros 643 
11 Jeneponto 822 
12 Takalar 499 
13 Barru 320 
14 Sidrap 436 
15 Wajo 633 
16 Pangkep 482 
17 Enrekang 619 
18 Pinrang 517 
19 Luwu Utara 1016 
20 Luwu Timur 764 
JUMLAH 13973 
21 Bone 1066 
22 Bone Selatan 374 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
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TABEL 6 
  
JUMLAH SARANA OLAHRAGA DI SULAWESI SELATAN 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
 
 
 
NO KABUPATEN SARANA OLAHRAGA 
(1) (2) (3) 
1 Selayar 468 
2 Gowa 508 
3 Soppeng 362 
4 Bulukumba 560 
5 Bantaeng 0 
6 Luwu 1041 
7 Toraja Utara 204 
8 Sinjai 782 
9 Tana Toraja 390 
10 Maros 0 
11 Jeneponto 627 
12 Takalar 233 
13 Barru 433 
14 Sidrap 812 
15 Wajo 327 
16 Pangkep 485 
17 Enrekang 1184 
18 Pinrang 902 
19 Luwu Utara 0 
20 Luwu Timur 0 
JUMLAH 9318 
21 Bone 850 
22 Bone Selatan 296 
10 
 
TABEL 7 
 
JUMLAH DPT YANG IKUT MEMILIH PADA PILKADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: KPU Sulawesi Selatan 2012 
 
 
 
 
 
NO KABUPATEN 
DPT YANG IKUT MEMILIH DALAM 
PILKADA 
(1) (2) (3) 
1 Selayar 69156 
2 Gowa 389885 
3 Soppeng 132637 
4 Bulukumba 201614 
5 Bantaeng 90060 
6 Luwu 185914 
7 Toraja Utara 115050 
8 Sinjai 128191 
9 Tana Toraja 113306 
10 Maros 164915 
11 Jeneponto 186461 
12 Takalar 151532 
13 Barru 96305 
14 Sidrap 165123 
15 Wajo 220691 
16 Pangkep 164806 
17 Enrekang 102775 
18 Pinrang 186477 
19 Luwu Utara 150458 
20 Luwu Timur 127279 
JUMLAH 3142635 
21 Bone 334006 
22 Bone Selatan 85454 
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TABEL 8 
 
JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT DI SULAWESI SELATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
 
 
 
 
NO KABUPATEN ORGANISASI MASYARAKAT 
(1) (2) (3) 
1 Selayar 56 
2 Gowa 0 
3 Soppeng 76 
4 Bulukumba 102 
5 Bantaeng 0 
6 Luwu 355 
7 Toraja Utara 38 
8 Sinjai 179 
9 Tana Toraja 262 
10 Maros 0 
11 Jeneponto 79 
12 Takalar 148 
13 Barru 0 
14 Sidrap 175 
15 Wajo 16 
16 Pangkep 132 
17 Enrekang 139 
18 Pinrang 196 
19 Luwu Utara 211 
20 Luwu Timur 0 
JUMLAH 2.164 
21 Bone 342 
22 Bone Selatan 130 
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TABEL 9 
 
JUMLAH SARANA PERIBADATAN TIAP KECAMATAN 
DI KABUPATEN BONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
NO KECAMATAN SARANA PERIBADATAN 
(1) (2) (3) 
1 Tonra 33 
2 Amali 39 
3 Barebbo 52 
4 Tellu Siattinge 66 
5 Cina 49 
6 Ajangale 48 
7 Mare 60 
8 Ulaweng 45 
9 Lappariaja 61 
10 Bengo 43 
11 Lamuru 48 
12 Ponre 38 
13 Sibuloe 70 
14 Tanete Riattang 67 
15 T. Riattang Barat 52 
16 T. Riattang Timur 44 
17 Cenrana 54 
18 Dua Boccoe 57 
19 Palakka 43 
20 Awangpone 63 
21 Tellu Limpoe 34 
JUMLAH 1066 
22 Bontocani 45 
23 Kahu 96 
24 Kajuara 62 
25 Libureng 90 
26 Patimpeng 52 
27 Salomekko 29 
JUMLAH 374 
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TEBEL 10 
 
JUMLAH SARANA OLAHRAGA DI KABUPATEN BONE 
DAN BONE SELATAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
NO KECAMATAN SARANA OLAHRAGA 
(1) (2) (3) 
1 Tonra 31 
2 Amali 29 
3 Barebbo 31 
4 Tellu Siattinge 38 
5 Cina 34 
6 Ajangale 26 
7 Mare 40 
8 Ulaweng 47 
9 Lappariaja 68 
10 Bengo 20 
11 Lamuru 109 
12 Ponre 39 
13 Sibuloe 101 
14 Tanete Riattang 9 
15 T. Riattang Barat 0 
16 T. Riattang Timur 15 
17 Cenrana 36 
18 Dua Boccoe 17 
19 Palakka 28 
20 Awangpone 44 
21 Tellu Limpoe 88 
JUMLAH 850 
22 Bontocani 42 
23 Kahu 71 
24 Kajuara 45 
25 Libureng 100 
26 Patimpeng 0 
27 Salomekko 38 
JUMLAH 296 
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TABEL 11 
 
JUMLAH DPT YANG IKUT MEMILIH DALAM PILKADA KABUPATEN BONE 
 
Sumber: KPU Sulawesi Selatan 2012 
NO KECAMATAN 
DPT YANG IKUT MEMILIH DALAM PILKADA 
SUARA 
SAH 
SUARA 
TIDAK SAH 
SUARA 
SAH + SUARA TIDAK SAH 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Tonra 7315 299 7614 
2 Amali 11862 875 12737 
3 Barebbo 15221 385 15606 
4 Tellu Siattinge 22384 778 23162 
5 Cina 14587 554 15141 
6 Ajangale 14935 1183 16118 
7 Mare 14216 373 14589 
8 Ulaweng 15439 545 15984 
9 Lappa Riaja 13709 380 14089 
10 Bengo 14809 404 15213 
11 Lamuru 13902 192 14094 
12 Ponre 7813 200 8013 
13 Sibuloe 18264 550 18814 
14 Tanete Riattang 25490 1812 27302 
15 T. Riattang Barat 22597 835 23432 
16 T. Riattang Timur 21225 1013 22238 
17 Cenrana 13305 377 13682 
18 Dua Boccoe 17193 555 17748 
19 Palakka 12833 480 13313 
20 Awangpone 16904 532 17436 
21 Tellu Limpoe 7465 216 7681 
JUMLAH 321468 12538 334006 
22 Bontocani 8840 228 9068 
23 Kahu 20927 824 21751 
24 Kajuara 18618 730 19348 
25 Libureng 16932 501 17433 
26 Patimpeng 8874 321 9195 
27 Salomekko 8359 300 8659 
JUMLAH 82550 2904 85454 
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TABEL 12 
 
JUMLAH ORGANISASI MASYARAKAT DI KABUPATEN BONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sulawesi Selatan Dalam Angka 2013 
 
 
NO KECAMATAN 
JUMLAH ORGANISASI 
MASYARAKAT 
(1) (2) (3) 
1 Tonra 33 
2 Amali 0 
3 Barebbo 23 
4 Tellu Siattinge 17 
5 Cina 37 
6 Ajangale 26 
7 Mare 1 
8 Ulaweng 34 
9 Lappariaja 9 
10 Bengo 7 
11 Lamuru 31 
12 Ponre 0 
13 Sibuloe 20 
14 tanete Riattang 25 
15 T. Riattang Barat 8 
16 T. Riattang Timur 13 
17 Cenrana 0 
18 Dua Boccoe 22 
19 Palakka 15 
20 Awangpone 0 
21 Tellu Limpoe 21 
JUMLAH 342 
22 Bontocani 11 
23 Kahu 18 
24 Kajuara 36 
25 Libureng 20 
26 Patimpeng 30 
27 Salomekko 15 
JUMLAH 130 
